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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah, segenap puji hanya milik Allah SWT 
semata. Tempat kami memuji, memohon pertolongan, dan 
memohon ampun. Dan kami berlindung dari kejahatan diri 
kami dan kesalahan amal-amal kami. Barang siapa yang 
ditunjuki oleh-Nya maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan-Nya 
maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Shalawat dan 
salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada guru dan 
panutan kita. Dan semoga, shalawat dan salam juga 
terlimpahkan kepada orang-orang yang berjalan di atas 
manhajnya dan mengikuti peringatannya. 
Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan untuk 
memupuk kesadaran bela negara, cara berpikir yang 
komprehensif integralistik dalam rangka ketahanan nasional 
untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara 
Indonesia. Kesadaran tersebut mencakup kecintaan kepada 
tanah air, kesadaran berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat, keyakinan akan kebenaran falsafah bangsa 
Pancasila, dan undang-undang negara Indonesia, serta 
kesediaan berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. 
Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di 
masyarakat mungkin Anda menghadapi masalah-masalah 
yang timbul karena perbedaan sikap, pandangan, kebiasaan, 
atau pendapat. Masalah yang pada mulanya kecil mungkin 
membesar. Setiap orang atau golongan yang terlibat akan 
cenderung berusaha memenangkan diri atau kelompoknya 
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sesuai dengan sikap, pandangan, atau pendapat masing-
masing. Menghadapi keadaan seperti itu apa yang harus 
Anda lakukan. Begitu pula dalam pergaulan dunia yang 
keadaannya sekarang ini cenderung menyatu oleh arus 
globalisasi yang bukan tidak mungkin bebas dari konflik 
kepentingan antarbangsa, bagaimana Anda harus berpikir, 
bersikap dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia? 
Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini membahas 
dasar-dasar pemikiran dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat, berpikir secara komprehensif-
integral dalam mengkaji dan melihat permasalahan-
permasalahan yang berkembang dalam kehidupan nasional. 
Dengan kata lain, kita tidak melihat suatu masalah dari 
suatu sudut pandang atau kepentingan tertentu, tetapi dari 
sudut pandang kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat 
Indonesia secara utuh-menyeluruh.  
Atas dasar itu maka disusun buku Pendidikan 
Kewarganegaraan yang terdiri dari 11 (sebelas) topik kajian 
yang disajikan. Topik kajian tersebut sebagai berikut:  
1. Pada Bab I berisi tentang  Konsep Dasar Pendidikan 
Kewarganegaraan 
2. Pada Bab II berisi tentang Pancasila sebagai Ideologi 
Bangsa Indonesia 
3. Pada Bab III berisi tentang Negara, Warganegara, dan 
Konstitusi 
4. Pada Bab IV berisi tentang Identitas Nasional 
5. Pada Bab V berisi tentang Demokrasi Indonesia  
6. Pada Bab VI berisi tentang Sistem Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 
7. Pada Bab VII berisi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 
8. Pada Bab VIII berisi tentang Wawasan Nusantara 
9. Pada Bab IX berisi tentang Ketahanan Nasional 
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10. Pada Bab X berisi tentang Politik dan Strategi Keamanan 
Nasional 
11. Pada Bab XI berisi tentang Pendidikan Politik 
Setelah Anda selesai mempelajari kesebelas topik 
kajian tersebut, seyogianya Anda mampu mengevaluasi 
hakikat, konsepsi, teori, serta unsur-unsur yang 
mempengaruhi dan membentuk pola pikir, sikap dan 
perilaku kita dalam bela negara, sebagai warga negara 
Indonesia yang baik. Dengan demikian, Anda diharapkan 
menjadi warga negara yang baik yang memberikan 
kontribusi nyata dalam pembangunan negara bangsa (nation 
state) Indonesia. Apa yang tertuang dan terkandung dalam 
buku ini tidak akan lepas dari kelemahan dan kekurangan, 
karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
konstruktif dari para pembaca yang budiman. 
 
 
Jember, Oktober 2013  
Penulis 
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BAB I 
KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  
Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebutkan “civis”, selanjutnya dari kata “civis” 
ini dalam bahasa Inggris timbul kata “civic” artinya mengenai Warga Negara atau 
Kewarganegaraan. Dari kata “civic” lahir kata “civics”, ilmu Kewarganegaraan dan civic 
education, Pendidikan Kewarganegaraan. 
Menurut Azra (2000), Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang 
cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia. 
Sementara itu, Zamroni (2001) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir 
kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 
baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-
hak warga masyarakat. 
Pengertian lain didefinisikan oleh Merphin Panjaitan (1998), bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi 
muda menjadi Warga Negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan 
yang diagonal. Sementara Soedijarto (1996) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi 
Warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang 
demokratis. 
Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education (Pendidikan 
Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, 
pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan 
(civic education) adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah 
kebangsaan, Kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, Hak Asasi 
Manusia dan masyarakat madani (civil society) yang dalam implementasinya menerapkan 
prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. 
 
B. Pedidikan Kewarganegaraan Persekolahan  
Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (school civic education) di 
Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali 
muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), kemudian secara berturut-turut berubah 
menjadi Civics (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral 
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Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan 
(Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan 
(2006). 
Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam 
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 
Warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 
untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta 
didik memiliki kemampuan: 
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan  
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam 
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi  
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya  
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau 
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  
 
C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah  
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang 
Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk para mahasiswa menjadi 
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini 
berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis 
dalam pembentukan nation and character building. 
Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan pada 
perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan Undang-Undang No. 
29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara. Undang-Undang ini disusun 
berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta 
persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi sivitas 
akademika di perguruan tinggi, yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan Latihan Kemiliteran 
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Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenal sebagai 
P3R bagi SD, SLP dan SLA. 
Dalam perkembangannya, peminat LKM makin besar apalagi setelah diperkenalkan 
program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang menitikberatkan pada pendidikan fisik 
untuk bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Selanjutnya dibentuk Resimen 
Mahasiswa (Menwa) yang keanggotaanya bersifat individu dan tidak terkait dengan 
organisasi perguruan tinggi. Karena Menwa merupakan bagian dari pertahanan sipil, 
pembinaannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen 
Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa 
diputuskan ada pada setiap perguruan tinggi (sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang 
bersifat sukarela), sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) turut 
ikut membina. Dalam pada itu, bagi mahasiswa yang tidak tergabung dalam Menwa 
diberikan matakuliah Pendidikan Kewiraan yang bersifat wajib berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menhankam dan Mendikbud dan berlaku efektif sejak tahun 
1974. 
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 20 
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik 
Indonesia dinyatakan sebagai berikut:  
1. Hak dan kewajiban Warga Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam 
upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara 
sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 18). 
2. Pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap Warga Negara dan 
dilaksanakan secara bertahap, yaitu:  
a. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan 
Pramuka.  
b. Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. 
(Pasal 19 ayat 2).  
Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tersebut, 
Pendidikan Kewiraan didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 
bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah mereka 
tergabung dalam gerakan Pramuka.  
Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan 
Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam 
kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi. Dan sejak 
diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
4 
 
dinyatatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan (Penjelasan Pasal 39 ayat 2). Kurikulum mata kuliah ini 
meliputi: (1) pengetahuan dan hubungan antar Warga Negara dan hubungan Warga 
Negara dengan negara, serta (2) Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar mahasiswa 
menjadi Warga Negara yang handal. 
Apa sebenarnya Pendidikan Kewiraan itu? Lembaga Ketahanan Nasional 
(Lemhannas) merumuskan pengertian Pendidikan Kewiraan sebagai sebagai usaha sadar 
untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian 
untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Lemhannas, 1999). Pendidikan 
Kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berfikir mahasiswa sebagai Warga 
Negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta 
meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk 
memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral (terpadu) di kalangan 
mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. 
Pada tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan 
pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan 
Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang 
Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan 
Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena mata kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong 
atau lebih berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan 
pertahanan. Sebagaimana penjelasan Soemiarno, bahwa muatan tentang pengetahuan dan 
kemampuan hubungan Warga Negara dengan negara agak sulit diformulasikan sehingga 
meskipun dengan nomenklatur baru, muatannya masih lebih menitikberatkan pada 
Pendidikan Kewiraan. Dalam analisis Cipto (2002) metode pengajaran yang diterapkan 
dalam Pendidikan Kewiraan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek 
kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku berlum tersentuh. 
Tukiran (2009) memerinci kekurang-berhasilan Pendidikan Kewiraan yang 
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak 
secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada 
pendidikan demokrasi dan Kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat 
pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. Kedua, kalaupun materi-materi 
yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan Pendidikan 
Kewarganegaan, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya 
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bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. Ketiga, ketiga subjek 
itu lebih bersifat teoretis daripada praktis. 
Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan 
keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen 
Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian di Perguruan Tinggi. 
Adapun Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu 
mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan 
nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai,  
menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa 
tanggung jawab.  
Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, tujuan Pendidikan 
Kewarganegaraan mencakup: 
1. Tujuan Umum 
Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu untuk 
memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai 
hubungan antara Warga Negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela 
Negara agar menjadi Warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 
2. Tujuan Khusus 
Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara 
santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai Warga Negara Republik Indonesia 
terdidik dan bertanggung jawab. Di samping itu juga tujuan khusus yang lain yaitu: 
a. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya 
dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 
b. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 
kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. 
c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 
perjuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan negara. 
3. Kompetensi (Civic Competencies) 
a. Mahasiswa mampu menjadi Warga Negara yang memiliki komitmen (committed) 
terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi. 
b. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan 
dengan cara damai. 
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c. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik dalam 
masyarakat yang dilandasi dengan sistem nilai-nilai universal. 
d. Mahasiswa memiliki pengertian internasional sehingga mampu menjadi Warga 
Negara yang kosmopolit. 
e. Mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan HAM dan 
demokrasi. 
f. Mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan kebijakan 
publik (public policy) 
 
D. Eksistensi Manusia 
Dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, manusia sebagai subjek sekaligus 
objek pembelajaran yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. 
Pengalaman belajar (learning experience) yang diterima mahasiswa menjadi lebih 
bermakna dan menjadikan pengetahuan yang diperolehnya (learning to know) tersimpan 
dalam memori yang sejati dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah 
demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (civil society). 
Di samping itu, pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat 
mahasiswa menemukan jati dirinya (learning to be) sebagai manusia yang sadar akan 
tanggung jawab individu dan sosial. Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari 
hasil pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan sesuatu (learning to 
do) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh 
mahasiswa dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan 
bersama (learning to live together). Kehidupan bersama tersebut dibangun atas dasar 
kesadaran akan realitas keragaman dan saling memerlukan. 
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BAB II 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA 
 
A. Pentingnya Pendidikan Pancasila 
Seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, 
mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan 
tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan 
deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial.  
1. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan “bagaimana” sehingga bersifat 
mendiskripsikan. 
2. Pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah “mengapa”, 
sehingga mengenai sebab akibat (kausalitas). Pancasila memiliki empat kausa: kausa 
materialis (asal mula bahan dari Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa 
efisien (asal mula karya), dan kausa finalis (asal mula tujuan).  
3. Pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah “kemana”.  
4. Pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan “apa”, (apa 
sebenarnya), merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui 
hakikat. Pengetahuan esensial tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau 
secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya. Pelajaran atau perkuliahan pada perguruan 
tinggi, oleh karena itu, tentulah tidak sama dengan pelajaran Pancasila yang diberikan 
pada sekolah menengah. 
Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk 
memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. 
Tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati dan 
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai Warga 
Negara Indonesia, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah 
dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan 
pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 
 
B. Pancasila sebagai Pengetahuan Ilmiah 
Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek, 
bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Berobyek terbagi dua yakni objek material 
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dan obyek formal. Obyek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga 
pokok soal (subject matter) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk 
diselidiki. Sedangkan obyek formal adalah titik perhatian tertentu (focus of interest, point 
of view) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang 
bersangkutan.  
Bermetode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang 
logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Bersistem bermakna 
memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang 
yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan 
keseluruhan. Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat obyektif, dalam arti bahwa 
penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju 
atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila 
memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat 
dipelajari secara ilmiah. 
Di samping memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila juga 
memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan 
hierarkhis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi. 
Pancasila dapat juga diletakkan sebagai obyek studi ilmiah, yakni pendekatan yang 
dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu 
penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan 
dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada 
bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala 
yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah 
terhadap Pancasila antara lain: pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitutional, dan 
pendekatan filosofis. 
 
C. Asal Mula Pancasila 
1. Teori Asal Mula Pancasila 
Teori asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan: 
a. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, 
terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya. 
b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila 
itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. 
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c. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari 
calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula 
karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian 
mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah 
melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. 
d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan 
Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada 
kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. 
Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara 
formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 
Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki 
unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah 
bangsaIndonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, 
tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya 
misalnya: 
a. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-
buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan 
hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan 
sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan 
kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
b. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan 
sesama manusia, bukti-buktinya misalnya: bangunan padepokan, pondok-pondok, 
semboyan aja dumeh, aja adigang-adigung-adiguna, aja kementhus, aja kemaki, 
aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin 
Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, 
Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan 
sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan 
kemanusiaan; semua mengindikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan 
beradab. 
c. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, 
sebagai bukti-buktinya misalnya: bangunan candi Borobudur, candi Prambanan, 
dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi 
Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, 
semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe 
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senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan 
mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-
rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan 
adanya sifat persatuan. 
d. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya 
misalnya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk 
musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di 
Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro 
Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, 
dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia; 
e. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia 
dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil 
terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, 
sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja 
Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, 
penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya. 
Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-
baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang 
baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak 
boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh 
dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret 
dengan nilai budaya. 
2. Asal Mula Pancasila Secara Formal 
BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan 
bangsaIndonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk 
merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. 
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada 
tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di 
Jawa). 
Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 
29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 
Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar 
negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut 
untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan 
yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Rancangan mukaddimah 
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(pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta 
Charter atau Piagam Jakarta. 
Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka 
sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini 
ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 
menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan 
piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga 
panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia 
perancang Hukum Dasar yakni: (1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. 
Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang; (2) Panitia Pembela Tanah Air dengan 
ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang; (3) Panitia ekonomi dan 
keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota. 
Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil 
Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam 
rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia 
Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 
1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan 
menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 
sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan 
Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 
Juli 1945 menerima seluruh Rancangan 
Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat 
Piagam Jakarta sebagai mukaddimah. 
Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan 
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas 
badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panita Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: 
a. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada 
tanggl 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
b. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 
1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia. 
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c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. 
Moh. Hatta. 
d. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan 
Musyawarah Darurat. 
Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah 
propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga 
tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di 
antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 
1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan 
Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka 
PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-
pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia. 
Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok. 
a. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan 
sebagai dasar negara Republik Indonesia. 
b. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya 
dengan Proklamasi Kemerdekaan. 
c. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum 
berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945. 
Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai 
dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni: 
a. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam 
pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I). 
b. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai 
usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II). 
c. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia 
Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III). 
d. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil 
kesepakatan yang pertama (Rumusan IV). 
e. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan 
pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V). 
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f. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 
tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI). 
g. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya 
berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII). 
 
D. Fungsi dan Kedudukan Pancasila 
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara 
Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu 
memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun 
juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam 
fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur 
negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni 
pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang 
merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara 
Republik Indonesia. 
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai 
dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah 
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan 
Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam 
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah 
seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia 
bersumber pada Pancasila. 
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa 
Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan 
secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai 
dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut 
terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di 
mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, 
seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain 
sebagainya. 
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2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup 
Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup 
adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan 
rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk 
mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhannya. 
Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara 
dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa 
adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh 
suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di 
dalam sikap hidup sehari-hari. 
Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang 
dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan 
bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya 
tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila 
tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, 
Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut 
sebagai cita-cita moral bangsaIndonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian 
memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga 
sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama 
bangsaIndonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila 
merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah 
seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. 
 
E. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 
1. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 
Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa 
rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD 1945; bahwa Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan 
berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi 
sendiri karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada 
batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti 
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Pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, 
tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. 
Hubungan secara material antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: Proses 
Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru 
kemudian membahas Pembukaan UUD 1945; sidang berikutnya tersusun 
Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.  
2. Kedudukan Hakiki Pembukaan UUD’45 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting 
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada Proklamasi 17 
Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. 
Adapun kedudukan hakiki Pembukaan UUD 1945 adalah: 
a. Pembukaaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan 
kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang singkat dan 
padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam 
Pembukaan UUD 1945. 
b. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan 
tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan UUD 1945 merupakan 
pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat 
Indonesia yang luhur.  
c. Pembukaan UUD 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu 
tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang 
pembentukan UUD. 
d. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, 
hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan 
UUD 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang me-
mungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum 
tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi 
negara dan hukum positif Indonesia (Suhadi, 1998). 
 
F. Pelaksanaan Pancasila 
1. Pemikiran dan Pelaksanaan Pancasila 
Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila 
terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan 
prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus 
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konsisten, koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus 
mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal. 
Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat 
digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) 
menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran 
politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Sementara Notonagoro (1974) 
menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif. 
Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas 
permasalahan dan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut 
meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah 
apakah Pancasila itu subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di 
dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang 
perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas 
permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik 
kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis. 
Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, 
Dasar Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan 
kebijakan politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai 
Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan 
tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil 
keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang 
hukum sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD. 
Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur 
politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu 
memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, 
yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, teologis, maupun filosofis. 
Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan 
keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga 
kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan 
korespondensi. Akibatnya kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis 
berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. 
Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan 
merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap 
pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, 
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sebaliknya setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau 
tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis. 
Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila 
dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, 
yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai 
Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, 
artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap Warga Negara, setiap individu, setiap 
penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro (1974) 
pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena 
sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan 
subjektif ini menurut Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses 
pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, 
ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai 
oleh Pancasila. 
Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para 
penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap 
mental penyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang 
kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. 
Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai dasar Negara membawa implikasi 
wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai 
sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif 
membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi 
dari hati nurani atau masyarakat. 
2. Reformasi Pemikiran dan Pelaksanaan Pancasila 
Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang 
tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai 
suatu gerakan demonstrasi yang radikal, “semua boleh”, penjarahan atau 
“pelengseran” penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan 
agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut. 
a. Reformasi bukan revolusi 
b. Reformasi memerlukan proses 
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c. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan 
d. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural 
e. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda 
f. Reformasi memerlukan arah.  
Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: 
Pertama, akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, 
ekonomi dan politik; Kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; Ketiga, 
bangkitnya kesadaran demokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik 
dan saran perubahan yang tidak diperhatikan. 
Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan 
kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam 
dan lain-lain. Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak 
untuk segera direalisasikan antara lain: mengatasi krisis, melaksanakan reformasi, dan 
melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebut 
dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila menarik untuk 
dibicarakan. 
Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia 
reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: 
Pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan 
diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan 
ini didukung oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara 
historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi 
etnis, geografis, maupun agama. Kedua, secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar 
Negara, jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh 
argumentasi bahwa para pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut 
mengamandemen Pembukaan UUD 1945 yang di sana terkandung pokok-pokok 
pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. 
Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya 
antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka tuntutan 
reformasi adalah meletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan 
pelaksanaan. Gerakan reformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila 
sebagai alat kekuasaan, akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila 
dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak 
sepaham. 
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Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi 
upaya mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan 
pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, 
mengarahkan pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi 
kekuasaan) ke ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan 
subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan 
egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai, dengan menumbuhkan kesadaran 
pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, dan agama. 
Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan 
dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya, antara 
lain: Pertama, adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau 
perundang-undangan dengan filosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan 
rumah, filosofi, asas dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang dasar 
dan perundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangunan yang dibangun di 
luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi pada lembaga-lembaga tertinggi dan 
tinggi negara tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum 
mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 dan mengembangkan dan 
mengoptimalkan lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk menguji 
secara substansial dan prosedural suatu produk hukum. Kedua, Kelemahan yang 
terletak pada para penyelenggara negara adalah maraknya tindakan Kolusi, Korupsi 
dan Nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan 
menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya. 
Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga 
keluarlah Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No. 
II/MPR/1978 tentang P-4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu 
antara lain: menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan 
hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti, sebagai contoh slogan tentang “Kesaktian 
Pancasila”, slogan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu selalu berbhineka tunggal 
ika, padahal dalam kenyataan bangsa Indonesia dari dulu juga saling bertempur, 
melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan lain-lain. Menghindari 
pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkan pada 
pemaknaan yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai 
kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan Negara Indonesia harus mengesakan 
Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan beradab, mempersatukan 
Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebijaksanaan dalam suatu proses 
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permusyawaratan perwakilan, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-penataran 
P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif. 
 
G. Pancasila dan Permasalahan Aktual 
1. Pancasila dan Permasalahan Sara 
Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal 
misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara 
mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal 
ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antar suku, atar ras, antar golongan 
dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik. 
Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara 
yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, 
agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang 
sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan 
sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi 
bangsa. 
Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, 
heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang 
mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. 
Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila 
secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia”. Kedua, Penjelasan UUD 1945 
tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. 
Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak 
menjadi Warga Negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang 
berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam 
penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, 
(2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan 
penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan 
Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat 
disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat 
menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas 
pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Justru pluralitas itu 
merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa. 
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Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran 
dalam rangka menyelesaikan masalah Sara ini antara lain: Pertama, Pancasila 
merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba 
merangkumnya dalam satu wadah ke-Indonesiaan. Kesatuan tidak boleh 
menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan 
persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan 
perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau 
perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. 
Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai 
keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh 
masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan 
sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan 
kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat 
2. Pancasila dan Permasalahan HAM 
Hak Asasi Manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak yang melekat 
pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya 
manusia. Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma 
yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara 
langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, 1995). 
Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tidaknya ada tiga 
masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: 
Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena: (1) topik 
HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan 
dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan 
pelestarian lingkungan hidup; (2) Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap 
bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh 
Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948; (3) Masalah HAM secara khusus 
kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima 
bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan 
politis. 
Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan 
partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat 
universal diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham Partikularisme 
memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai 
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dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan 
memiliki ukuran dan kriteria tersendiri. 
Ketiga, ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang 
melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut 
ciri kemanusiaan yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam 
kaitannya dengan hak-hak Kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait 
dengan bangsa atau negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat 
partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental. 
Pandangan bangsa Indonesia tentang HAM dapat ditinjau dapat dilacak dalam 
Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-
undang. HAM dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian 
lebih rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas 
Kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); 
Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); 
Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); 
Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 
2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam 
UUD 1945, antara lain: Pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, 
sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-
sebut adalah hak-hak Warga Negara. Kedua, mengingat UUD 1945 tidak mengatur 
ketentuan HAM sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun 
mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada 
DPR dan Presiden. 
Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia 
terhadap Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia. 
Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, 
terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta 
pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi 
Manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal. 
Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain: 
a. Hak untuk hidup 
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 
c. Hak mengembangkan diri 
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d. Hak keadilan 
e. Hak kemerdekaan 
f. Hak atas kebebasan informasi 
g. Hak keamanan 
h. Hak kesejahteraan 
i. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara 
j. Hak perlindungan dan pemajuan. 
Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini 
merupakan upaya penjabaran lebih lanjut tentang HAM yang bersumber pada UUD 
1945 dengan mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
3. Pancasila dan Krisis Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orde Baru ternyata tidak 
berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik 
antargolongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. 
Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian 
menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak 
hanya ekonomi. 
Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-
prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak-merataan ekonomi, dan lain-lain. yang 
juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh 
para penyelenggara negara.  
Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta 
konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem 
Ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi 
Pancasila antara lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar 
materi. mencerminkan hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai 
makhluk individu-sosial, sebagai makhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian 
tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan 
menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu. 
Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, 
pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa (1) Roda kegiatan ekonomi bangsa 
digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Seluruh 
warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak 
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membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) Seluruh pelaku 
ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, 
yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujud-nya 
perekonomian nasional yang kuat dan tangguh; (4) Koperasi dan bekerja secara 
kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi 
atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan; (5) Perekonomian nasional yang amat luas terus-
menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan 
peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. hanya melalui partisipasi daerah 
secara aktif aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB III 
NEGARA, WARGA NEGARA, DAN KONSTITUSI  
 
A. Negara 
1. Pengertian Negara  
Negara berasal dari kata: staat, state, yang diambil dari kata bahasa Latin status 
atau statum, yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki 
sifat tetap dan tegak.  Secara termonologi, negara dapat diartikan sebagai organisasi 
tertinggi di atara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, 
hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemrintahan yang berdaulat.   
Menurut Sokrates, Plato dan Aristoteles, konsep negara telah muncul dimulai 400 
tahun sebelum masehi. Adanya negara di dalam masyarakat itu didorong oleh dua hal, 
yaitu manusia sebagai makhluk sosial (animal social/homo socius) dan manusia 
sebagai makhluk politik (animal politicum/zoon politicon). Sedangkan menurut 
Thomas Hobbes, adanya negara itu diperlukan karena negara merupakan tempat 
berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan 
individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter), sebab 
manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala, serigala bagi manusia 
lainnya (homo homini lupus). 
Dalam pengertian yang sederhana, negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi 
kekuasan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama 
mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang 
mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 
2. Unsur-unsur Negara  
Dari beberapa pengertian negara sebagaimana tersebut di atas, kita dapat 
mengidentifikasi beberapa unsur negara. Secara teoretis, unsur negara dapat dibedakan 
menjadi unsur konstitutif dan unsur deklaratif.  
Pertama, unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar 
terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas:  
a. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat 
tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. 
Wilayah negara mencakup darat, laut, dan udara.  
b. Rakyat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada 
kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.  
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c. Pemerintahan yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki 
kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah 
tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam mau pun keluar. Kedaulatan ke dalam 
berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan keluar 
berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.  
Kedua, unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak 
harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas: 
a. Tujuan negara  
b. Undang Undang Dasar  
c. Pengakuan dari negara lain, baik secara “de jure” maupun “de facto.” Sebagai 
contoh, Pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI atas Indonesia pada 
22 Maret 1946. Dengan begitu Mesir tercatat sebagai negara pertama yang 
mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu menyusul Syria, Iraq, 
Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut, 
Liga Arab juga berperan penting dalam Pengakuan RI. Secara resmi keputusan 
sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua 
negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka 
yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia 
merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan serta kekeluargaan.  
d. Masuknya negara tersebut ke dalam PBB. Indonesia bergabung ke dalam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 28 September 1950. Karena adanya konflik 
antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan 
Keamanan PBB, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 
1965. Pada saat kepemimpinan Suharto pada tahun 1966, Indonesia kembali 
meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada 
Sekretaris Jendral.  
3. Sifat-sifat Negara  
Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang 
dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi 
atau organisasi lainnya. Secara umum, setiap negara memiliki sifat memaksa, 
memonopoli, dan mencakup semua (Budiardjo, 1998). 
a. Memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian 
penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara 
memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendak dan kekuasaannya untuk 
menyelenggarakan ketertiban, baik dengan memakai kekerasan fisik maupun 
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melalui jalur hukum (legal). Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan 
sebagainya.  
b. Memonopoli, artinya negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. 
Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan 
menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.  
c. Mencakup semua (all encompassing, all embracing, totaliter), artinya semua 
peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.  
4. Fungsi dan Tujuan Negara  
Fungsi negara dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. Negara sebagai 
organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Beberapa ahli 
merumuskan fungsi negara dalam sudut pandang yang berbeda. John Locke, 
membedakan fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu: Fungsi legislatif (membuat 
peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif (mengurusi 
urusan luar negeri dan urusan perang dan damai).  
Montesquieu juga mengemukakan tiga fungsi negara, yang populer dengan nama 
Trias Politica, yaitu: fungsi legislatif (yaitu membuat undang-undang), fungsi 
eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan fungsi yudikatif (untuk mengawasi agar 
semua peraturan ditaati atau fungsi mengadili). 
Menurut Miriam Budiarjdjo, pada dasarnya fungsi pokok negara terbagi menjadi 
empat bagian, yaitu:  
a. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan 
mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam fungsinya ini, dapat 
dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.  
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan 
dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang.  
c. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. 
Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.  
d. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.  
Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan fungsi negara sebagai berikut:  
a. Pertahanan dan keamanan: negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan 
dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.  
b. Pengaturan dan ketertiban: membuat undang-undang, peraturan pemerintah.  
c. Kesejahteraan dan kemakmuran: mengeksplorasi sumber daya alam dan dumber 
daya manusia untuk kesejahteraan dan kemakmuran.  
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d. Keadilan menurut hak dan kewajiban: menciptakan dan menegakan hukum 
dengan tegas dan tanpa pilih kasih.  
 
B. Kewarganegaraan 
1. Pengertian Kewarganegaraan  
Istilah Warga Negara lebih sesuai dengan kedudukannya seorang merdeka 
dibandingkan dengan seorang hamba atau kawula negara, karena Warga Negara 
mengandung arti anggota atau atau warga dari suatau negara, yaitu peserta yang 
didirikan dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar 
tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.  
Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu 
dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara Warga Negara dengan 
negara, Warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan 
sebaliknya Warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan 
dilindungi oleh negara. 
Menurut Hikam, Warga Negara merupakan terjemahan dari citizenship adalah 
anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, 
Koerniatmanto, mendefinisikan Warga Negara dengan anggota negara. Sebagai 
anggota negara, seorang Warga Negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap 
negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik 
terhadap negaranya. 
Dalam pengertian Warga Negara secara umum dinyatakan bahwa Warga Negara 
merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. 
Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap 
negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban 
Warga Negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. 
Dalam konteks Indonesia, hak Warga Negara terhadap negaranya telah diatur 
dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-
hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. di antara hak-hak Warga Negara yang 
dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang 
dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut: 
a. Pasal 26 ayat (1) yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang 
sebagai Warga Negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan 
ditetapkan dengan undang-undang. 
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b. Pasal 27, ayat (1) Segala Warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap Warga Negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
c. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
d. Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaa negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan 
undang-undang. 
e. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran. 
Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, yang 
dimaksud Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:  
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau 
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum 
Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;  
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga 
Negara Indonesia;  
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara 
Indonesia dan ibu Warga Negara asing; ketentuan ini berakibat anak 
berKewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah 
kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya.  
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing 
dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak 
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah 
kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya.  
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara 
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai Kewarganegaraan atau hukum negara 
asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;  
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya 
meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;  
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara 
Indonesia;  
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara asing 
yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan 
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pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun 
atau belum kawin;  
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak 
jelas status Kewarganegaraan ayah dan ibunya;  
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia 
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya 
tidak mempunyai Kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;  
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah 
dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak 
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 
berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) 
tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu 
kewarganegaraannya.  
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum 
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.  
2. Asas-asas Kewarganegaraan 
Dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktik, dikenal adanya tiga asas 
Kewarganegaraan, masing-masing adalah ius soli, ius sanguinis, dan asas campuran. 
Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas ius soli dan ius 
sanguinis (Asshiddiqie, 2006). 
Asas ius soli (asas kedaerahan) ialah bahwa kewarganegaraan seseorang 
ditentukkan menurut tempat kelahirannya. Seseorang dianggap berstatus Warga 
Negara dari Negara A, karena ia dilahirkan di Negara A tersebut. Sedangkan asas ius 
sanguinis dapat disebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang 
terkandung dalam asas kedua ini, Kewarganegaraan ditentukkan dari garis keturunan 
orang yang bersangkutan. Seseorang adalah Warga Negara A, karena orang tuanya 
adalah Warga Negara A.  
Pada saat sekarang, dimana hubungan antarnegara berkembang semakin mudah 
dan terbuka, dengan sarana transportasi, perhubungan, dan komunikasi yang sudah 
sedemikian majunya, tidak sulit bagi setiap orang untuk bepergian ke mana saja. Oleh 
karena itu, banyak terjadi bahwa seseorang Warga Negara dari Negara A berdomisili 
di negara B. Kadang-kadang orang tersebut melahirkan anak di negara tempat dia 
berdomisili. Dalam kasus demikian, jika yang diterapkan adalah asas ius soli, maka 
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akibatnya anak tersebut menjadi Warga Negara dari negara tempat domisilinya itu, 
dan dengan demikian putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Karena 
alasan-alasan itulah maka dewasa ini banyak negara yang telah meninggalkan 
penerapan asas ius soli, dan berubah menganut asas ius sanguinis. 
Dianutnya asas ius sanguinis ini besar manfaatnya bagi negara-negara yang 
berdampingan dengan negara lain (neighboring countries) yang dibatasi oleh laut 
seperti negara-negara Eropa Kontinental. Di negara-negara demikaian ini, setiap orang 
dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat tinggal kapan saja menurut kebutuhan. 
Dengan asas ius sanguinis, anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap 
menjadi Warga Negara dari negara asal orang tuanya. Hubungan antara negara dan 
Warga Negaranya yang baru lahir tidak terputus selama orang tuanya masih tetap 
menganut Kewarganegaraan dari negara asalnya.  
Sebaliknya, bagi negara-negara yang sebagian terbesar penduduknya berasal dari 
kaum imigran, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, untuk tahap pertama 
tentu akan terasa lebih menguntungkan apabila menganut apabila menganut asas ius 
soli ini, bukan asas ius sangunis. Dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di 
negara-negara tersebut akan menjadi putuslah hubungannya dengan negara asal orang 
tuanya. Oleh karena itu, Amerika Serikat menganut asas ius soli ini, sehingga banyak 
mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat, apabila melahirkan anak, 
maka anaknya otomatis mendapatkan status sebagai Warga Negara Amerika Serikat. 
Sehubunga denga kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas mana 
yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan Kewarganegaraan untuk menentukan 
siapa saja yang diterima sebagai Warga Negara dan siapa yang bukan Warga Negara, 
Setiap negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang 
sejarah yang tersendiri pula, sehingga tidak semua negara menganggap bahwa asas 
yang satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja terjadi, di suatu negara, yang 
dinilai lebih menguntungkan adalah asas ius soli, tetapi di negara yang lain justru asas 
ius sanguinis yang dianggap lebih menguntungkan. Bahkan dalam perkembangan di 
kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai 
negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus 
diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan 
double-citizenship atau dwi-Kewarganegaraan (bipatride). 
Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut kedua-
duanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang 
bersangkutan. Misalnya, India dan Pakistan temasuk negara yang sangat menikmati 
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kebijakan yang mereka terapkan dengan sistem dwi-Kewarganegaraan. Sistem yang 
terakhir inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang bersifat 
campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya apatride atau bripatride. Dalam 
hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu keadaan dwi 
Kewarganegaraan. 
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia, asas-asas yang dipakai dalam 
Kewarganegaraan Indonesia meliputi:  
a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan Kewarganegaraan seseorang 
berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran;  
b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan Kewarganegaraan 
berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak 
sesuai dengana ketentuan yang diatur dalam undang-undang;  
c. Asas Kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu 
Kewarganegaraan bagi setiap orang;  
d. Asas Kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan 
Kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang ini.  
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara 
Hak Warga Negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh Warga Negara dari 
negaranya. Hak Warga Negara dapat juga disebut sebagai hak konstitusional Warga 
Negara (citizen’s constitutional right), yaitu hak Warga Negara yang secara 
konstitusional diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Sedangkan 
kewajiban Warga Negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Warga Negara. 
Kewajiban Warga Negara ini juga ditetapkan oleh konstitusi atau perundang-
undangan. Lalu apa saja hak Warga Negara Indonesia itu? Dalam ketentuan UUD 
1945 dirumuskan hak-hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia sebagai berikut:  
a. Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan: 
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1).   
b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap Warga Negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Pasal 27 ayat 2).   
c. Hak dalam pembelaan negara: “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara.” (Pasal 27 ayat 3).   
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d. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran: “Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.” (Pasal 28).  
e. Hak kemerdekaan memeluk agama: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa.” (Pasal 29 ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.” (Pasal 29 ayat 2).   
f. Hak mendapatkan pendidikan: “Setiap Warga Negara berhak mendapat 
pendidikan.” (Pasal 31 ayat 1).   
g. Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial: Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), 
(3), (4), dan (5):  
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.  
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, effisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional.  
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.  
h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh Negara.” (Pasal 34 ayat 1)  
Disamping mengatur tentang hak-hak yang dimiliki setiap Warga Negara, 
ketentuan UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban Warga Negara Indonesia 
sebagai berikut:  
a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala Warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Pasal 27 ayat 1).   
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “Setiap Warga Negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” (Pasal 27 ayat 3).   
c. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap Warga 
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara.” (Pasal 30 ayat 1).   
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d. Wajib mengikuti pendidikan dasar: “Setiap Warga Negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” (Pasal 31 ayat 2).  
4. Hubungan Negara dengan Warga Negara 
Bentuk hubungan Warga Negara dan negara, antara lain: 
a. Hubungan yang bersifat emosional: wujud hubungan wargangera dengan negara di 
diperlukan pembekalan berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh pada 
mahasiswa yang antara lain; bangga terhadap negara bangsanya, cinta negara 
bangsanya, rela berkorban untuk negara bangsanya. 
b. Hubungan yang bersifat formal: hubungan di perlukan seperangkat pengetahuan, 
antara lain; ilmu ketata negaraan, sejarah perjuangan bangsa, administrasi negara 
dan politik. 
c. Hubungan yang bersifta fungsional: wujudnya lebih banyak menggambarkan 
peranan dan fungsi Warga Negara dalam masyarakat. Berbangsa dan bernegara 
serta bagaimana partisipasi Warga Negara dalam kehidupan bernegara. 
5. Hubungan Negara dan Agama 
Dalam hubungan negara dan agama dapat dilihat beberapa paham sebagai berikut:  
a. Paham Teokrasi bahwa negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan di 
jalankan menurut firman-firman Tuhan. 
b. Paham Sekuler bahwa norma hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatanbersama 
dan tidak berdsarkan firman-firman Tuhan 
c. Paham Komunisme yaitu dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan 
masyarakat negara. dan agama sebagai sesuatu yang terpisah dari suatu negara. 
 
C. Konstitusi 
1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 
Kata Konstitusi yang berarti pembentukan, berasal dari kata “constituer” 
(Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar 
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “grondwet,” “grond” berarti dasar, dan 
“wet” berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. 
Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah “constitutie” yang artinya juga 
undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah 
Hukum Dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan 
undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-
undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. 
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Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan 
hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-
undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu 
naskah/dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari 
konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum 
dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau 
kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul 
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. 
2. Unsur-unsur Konstitusi 
Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi 
kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu 
negara. Menurut Savornin Lohman dalam (Lubis, 1982), ada tiga unsur yang terdapat 
dalam konstitusi yaitu: 
a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), 
sehingga menurut pengertian ini, konstitusikonstitusi yang ada merupakan hasil 
atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan 
pemerintahan yang akan mengatur mereka. 
b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti 
perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan Warga Negara yang sekaligus 
penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat 
pemerintahannya. 
c. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri dalam (Chaidir, 2007), yang 
menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
a. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan Warga Negara, 
b. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, 
c. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. 
Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas, dapat dekemukakan bahwa unsur-
unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang: 
a. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya 
b. Tugas/wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tatakerja antara 
satu lembaga dengan lembaga lainnya 
c. Jaminan hak asasi manusia dan Warga Negara. 
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3. Perubahan Konstitusi 
Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa 
ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan 
masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu 
hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting 
bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang 
sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau 
kelompok tertentu. 
Secara teoritik, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai 
cara. Strong menyebutkan empat macam cara perubahan terhadap undang-undang 
dasar, yaitu: 
a. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, 
b. Oleh rakyat melalui referendum, 
c. Oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat, 
d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus 
dibentuk untuk keperluan perubahan. 
Sedangkan Wheare (2010) mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat 
terjadi dengan berbagai cara, yaitu: 
a. Perubahan resmi 
b. Penafsiran hakim 
c. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi. 
Sejak memasuki era reformasi muncul arus pemikiran tentang keberadaan UUD 
1945, yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Secara garis besar 
arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut: 
a. UUD 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya 
penafsiran ganda. 
b. UUD 1945 membawakan sifat executive heavy, yakni memberikan kekuasaan 
yang terlalu besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, 
sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan 
tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. 
c. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 yang tidak tegas di antara sistem 
pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada 
yang menyebutnya sebagai sistem quasi presidensiil. 
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d. Perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk 
mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat 
mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. 
e. Rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945 dirasa 
kurang memadai lagi untuk mewadahi tuntutan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia dan Warga Negara seiring dengan perkembangan global. 
Arus pemikian sebagaimana dikemukakan di atas kemudian mewarnai perubahan 
(amandemen) terhadap UUD 1945. Dengan demikian amandemen terhadap UUD 
1945 pada prinsipnya mengarah pada perubahan untuk menjawab persoalan-persoalan 
sebagaimana dikemukakan di atas. 
Dengan adanya ketentuan pasal UUD 1945 yang dapat menimbulkan penafsiran 
ganda, telah dilakukan amandemen dengan menetapkan rumusan baru yang lebih jelas 
dan eksplisit. Misalnya masa jabatan presiden, sebelum amandemen dinyatakan bahwa 
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya 
dapat dipilih kembali”. Dalam ketentuan tidak menyebutkan secara tegas dipilih 
kembali untuk berapa kali masa jabatan. 
Dengan demikian dimaknai bahwa seseorang dapat dipilih menjadi Presiden atau 
Wakil Presiden untuk beberapa kali masa jabatan tanpa batas. Dalam amandemen 
UUD 1945 dirumuskan secara tegas bahwa presiden hanya dapat dipilih kembali 
untuk satu kali masa jabatan, yang berarti bahwa orang yang sama akan dapat 
memegang jabatan sebagai presiden maksimal dua kali masa jabatan. 
Terkait dengan sifat executive heavy yang dibawakan oleh UUD 1945, pada 
amandemen pertama telah dilakukan perubahan dan penambahan atas pasal 5 (1), 
pasal 7, pasal 9, pasal 13 (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 (2) (3), pasal 20, dan pasal 
21, yang pada intinya mengatur pembatasan jabatan presiden, mengubah kewenangan 
legislatif yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah 
beberapa substansi yang membatasi kewenangan prseiden (Hidayat, 2002).  
Kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh 
presiden, setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan 
dari lembaga yang lain, seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan 
pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah 
Agung, dan memberikan amnesti serta abolisi harus dengan pertimbangan DPR. Hal 
itu jelas merupakan pengurangan terhadap kekwenangan presiden. 
Berkaitan dengan ketentuan sistem pemerintahan yang tidak tegas antara 
presidential dan parlementer, melalui amandemen UUD 1945 ditegaskan sistem 
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pemerintahan presidential dengan munculnya ketentuan bahwa presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat (pasal 6A [1]). Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, 
kosekuensinya bahwa presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR. MPR hanya 
dapat memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya setelah adanya keputusan 
melanggar hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya. Presiden juga tidak bertanggungjawab 
kepada DPR baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Presiden dan DPR tidak 
dapat saling menjatuhkan. Semua itu merupakan indikasi sistem pemerintahan 
presidential. 
Menyangkut perlunya kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur 
urusan daerahnya sendiri telah dilakukan amandemen terhadap pasal 18 UUD 1945 
dengan menambahkan beberapa ayat serta menambahkan pasal 18 A dan pasal 18 B. 
Dengan amandemen tersebut pemerintah daerah diberi kesempatan untuk nenjalankan 
otonomi seluasluasnya, adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman 
daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian 
kekuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Sedangkan yang berkait dengan masalah hak asasi manusia sangat jelas tampak 
bahwa amandemen terhadap UUD 1945 telah memasukkan cukup banyak rumusan-
rumusan baru tentang hak asasi manusia dan Warga Negara dengan menambahkan 
pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Selanjutnya perubahan terhadap UUD dapat 
ditelaah dari beberapa segi yaitu menyangkut sistem perubahan dan 
prosedur/mekanisme perubahannya, bentuk hukum perubahannya, serta substansi 
materi yang diubah (Hidayat, 2002). 
Tentang sistem perubahan dan prosedur perubahannya, amandemen terhadap UUD 
1945 menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan pasal 37 UUD 
1945. Mengenai bentuk hukumnya, secara teoritis dan praktek ketatanegaraan dikenal 
adanya pola perubahan yang secara langsung dituangkan dalam teks UUD yang lama 
dengan melakukan perubahan terhadap naskah aslinya (model Eropa Kontinental). Di 
samping itu ada pola addendum dimana substansi perubahannya dituangkan dalam 
suatu naskah yang terpisah dari naskah aslinya, sedangkan naskah asli itu sendiri 
dibiarkan tetap dengan rumusan aslinya (model Amerika Serikat). Dilihat dari aspek 
itu amandemen terhadap UUD 1945 dapat dikatakan mengikuti model Amerika 
Serikat. 
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4. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara 
Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar 
dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan 
tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. 
Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, 
kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi Warga 
Negara. 
Menurut Strong (2008), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-
wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan 
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang 
sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah 
telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan 
semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, 
hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya 
jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. 
Sedangkan menurut Lord Bryce dalam (Chaidir, 2007), motif yang mendasari 
pembentukan konstitusi adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi 
penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar 
tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi 
Warga Negara. 
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BAB IV 
IDENTITAS NASIONAL 
 
A. Pengertian Identitas Nasional  
Istilah identitas nasional (national identity) berasal dari kata identitas dan nasional. 
Identitas (identity) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat 
pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata 
nasional (national) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang 
lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa 
maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau 
identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action yang diberi atribut 
nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan 
yang diberi atribut-atribut nasional (ICCE, 2005). 
Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manisfestasi nilai-
nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) 
dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan 
bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar 
masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah 
barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu 
yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan 
yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas 
nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan 
fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa 
identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi 
tergantung dari jalannya sejarah. 
Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan (nasionalisme) di 
Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokhial seperti 
Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu 
entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovet dan politis dan sebagainya yang melahirkan 
pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasional yang berjati diri “Indonesianess” 
dengan mengaktualisasikan tekat politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 
Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu core culture yang kemudian 
menjadi basis eksistensi nation-state Indonesia, yaitu nasionalisme. 
Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai 
keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan 
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biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, 
yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam 
konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial 
yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk 
berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, 
wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu 
komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal 
dan yang belum lahir.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai 
bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang 
aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, 
misalnya dalam Pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, 
nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara 
normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional 
dan lain sebagainya. 
 
B. Konsep Bangsa Indonesia  
Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Apakah bangsa itu? Pengertian 
bangsa (nation) dalam konsep modern, tidak terlepas dari seorang cendekiawan Prancis, 
Ernest Renan (1823-1892), seorang filsuf, sejarahwan dan pemuka agama dalam esainya 
yang terkenal qu’est-ce qu’une nation? yang disampaikan dalam kuliah di Universitas 
Sorbonne pada tahun 1882. Dalam esainya tersebut dia menyatakan bahwa bangsa adalah 
sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah 
satu. Menurut Renan, faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak 
bersama dari masing-masing warga untuk membentuk suatu bangsa (Soeprapto, 1994). 
Dalam pandangan Tilaar (2007), bangsa adalah suatu prinsip spiritual sebagai hasil 
dari banyak hal yang terjadi dalam sejarah manusia. Bangsa adalah keluarga spiritual dan 
tidak ditentukan oleh bentuk bumi misalnya. Apa yang disebut prinsip spiritual atau jiwa 
dari bangsa? Terdapat dua hal dalam prinsip spiritual tersebut: (1) terletak pada masa lalu, 
dan (2) terletak pada masa kini. Pada masa lalu suatu komunitas mempunyai sejarah atau 
memori yang sama. Pada masa kini, komunitas tersebut mempunyai keinginan untuk 
hidup bersama atau suatu keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah 
diperoleh oleh seorang dari upaya-upaya masa lalu, perngorbanan-pengorbanan dan 
pengabdian. Masa lalu merupakan modal sosial (social capital) dimana di atasnya 
dibangun cita-cita nasional.  
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Jadi suatu bangsa mempunyai masa jaya yang lalu dan mempunyai keinginan yang 
sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut itulah manusia bersepakat untuk berbuat 
sesuatu yang besar. Rasa kejayaan atau penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari 
perbedaan ras dan budaya. Dengan demikian suatu bangsa adalah suatu masyarakat 
solidaritas dalam skala besar. Solidaritas tersebut disebabkan oleh pengorbanan yang telah 
diberikan pada masa lalu dan bersedia berkorban untuk masa depan. 
Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (Soeprapto, 1994), dijelaskan definisi bangsa 
menurut hukum, yaitu rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat 
hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang satu bangsa ini pada umumnya 
menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama (meskipun 
dalam bahasa-bahasa daerah), memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, 
serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. 
Dari definisi tersebut, nampak bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang:  
1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan.  
2. Memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan.  
3. Memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup 
bersama.  
4. Memiliki karakter, perangai yang sama yang menjadi pribadi dan jatidirinya.  
5. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.  
6. Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga mereka terikat dalam 
suatu masyarakat hukum.  
Winarno (2007) menjelaskan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa 
Indonesia adalah sebagai berikut:  
1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa 
asing lebih kurang 350 tahun.  
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.  
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari 
Sabang sampai Merauke.  
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu 
bangsa.  
Keanggotaan seseorang sebagai bangsa Indonesia bukan berarti ia melepaskan 
keanggotaan dari suatu kesatuan sosial lainnya seperti keanggotaannya sebagai suku Jawa, 
sebagai umat penganut dari suatu agama. Menurut Tilaar (2007), seseorang termasuk 
bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan 
43 
 
perilaku Indonesia, perasaan-perasaan tertentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa 
Indonesia. 
 
C. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional  
Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk 
menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan 
menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti (1999) meliputi 
primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan 
ekonomi, dan kelembagaan. 
1. Faktor-faktor primordial ini meliputi: kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan 
suku bangsa, daerah asal (home land), bahasa dan adat istiadat. Faktor primodial 
merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga 
mereka dapat membentuk bangsa negara.  
2. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi 
doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi 
merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut 
menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh 
kesamaan ideologi Pancasila. 
3. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat 
dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa 
negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol 
pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya Soekarno di Indonesia, Nelson 
Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia. 
4. Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan (unity in deversity). Yang 
disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada 
lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya 
pada suku bangsa, adat, ras, agamanya. Sesungguhnya warga bangsa memiliki 
kesetiaan ganda (multiloyalities). Warga setia pada identitas primordialnya dan warga 
juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan 
kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di 
bawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu 
bangsa meskipun berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap Warga Negara perlu 
memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas 
bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan 
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dalam perbedaan (unity in deversity) suatu solidaritas yang didasarkan pada 
kesantunan (civility). 
5. Sejarah. Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat 
menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa 
lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan 
solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota 
masyarakat itu. 
6. Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan 
profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi 
kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap 
orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling 
ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin 
besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena 
perkembangan ekonomi oleh Emile Durkheim disebut solidaritas organis. Faktor ini 
berlaku di masyarkat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat. 
7. Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, 
angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani 
dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal usul dan golongannya 
dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang 
sebagai satu bangsa. 
 
D. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa 
Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan 
akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. 
Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa 
lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas, antara das sollen dan das sein-nya. 
Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter, kharassein atau kharax”, dalam bahasa 
Prancis “caractere” dalam bahasa Inggris “character”. Dalam arti luas karakter berarti 
sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan 
orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa 
Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 
Menurut Max Weber dalam (Darmaputra, 1988) cara yang terbaik untuk memahami 
suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara 
memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu 
sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus 
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atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari 
atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan ‘logika’ dari tingkah laku 
sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. 
Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya 
menghadapi tiga masalah pokok yaitu nation-building, stabilitas politik dan pembangunan 
ekonomi. Nation-building adalah masalah yang berhubungan dengan warsian masa lalu, 
bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas 
politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini yaitu ancaman 
disintegrasi. Sedangkan masalah pembangaunan ekonomi adalah masalah yang terkait 
dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur 
(Darmaputra, 1988). 
Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas 
seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun 
oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya 
dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan 
identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis 
harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat 
berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang 
beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki 
wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem 
pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini 
Soekarno pernah mengatakan: 
“Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata 
dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, 
meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu 
Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat, 
Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa 
keradjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan 
hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan 
Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat”. 
 
Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara 
Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin 
mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang 
sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis 
semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit 
membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, 
Singapura dan Papua Nugini. Akan tetapi perasaan yang sama karena mengalami nasib 
yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila 
menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem 
makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat 
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langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna 
yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam 
Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna 
yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup 
dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang 
menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh 
masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual 
peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang 
Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika‘Ketuhanan’ dijadikan 
sebagai dasar fundamental negara ini (Dewan Pertimbangan Agung di kutip 
Darmaputra, 1988).  
 
Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah 
Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter 
bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses 
komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga 
mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga 
terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan 
juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan 
pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan 
yang monarkhi berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. 
 
E. Bentuk Identitas Nasional Indonesia 
Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan 
panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas 
nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga 
bangsa tidak setuju degan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa 
lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara, umumnya mengingingkan identitasnya 
dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima 
oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru 
merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat 
identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. 
Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat 
menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil 
dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan ideologi 
Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di 
antara warga bangsa. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai 
berikut: 
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1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia 
berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan 
yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. 
Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional 
sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.  
2. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih 
berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia 
yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan 
pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa 
Sumpah Pemuda.  
3. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali 
dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.  
4. Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang 
negara.  
5. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu 
jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan 
untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.  
6. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai 
dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional 
yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa.  
7. UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum 
dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan 
perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.  
8. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 
Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem 
politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas 
negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.  
9. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri 
dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan 
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai 
tujuan nasional.  
10. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah 
diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok 
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bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh 
masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.  
Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesungguhnya 
telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Hal 
demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran 
politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai 
gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, 
nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah 
terbentuknya identitas nasional Indonesia.  
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BAB V 
DEMOKRASI INDONESIA 
 
A. Pengertian Demokrasi 
Demokrasi tetap menjadi pembicaraan yang sedang aktual di abad ke-21 ini. Bukan 
hanya di kalangan akademisi dan praktisi politik saja, tetapi pers pun ikut membangun 
konsep demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang 
menarik baik di kampus, seminar diskusi maupun di kantor-kantor. Hal tersebut dapat 
mendorong tumbuhnya kesadaran tentang demokrasi secara bersamaan di kalangan 
masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesadaran secara kolektif tentang 
demokratisasi. 
Istilah demokrasi bersal dari bahasa Yunani  “demos” artinya rakyat, dan “kratein” 
yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh 
rakyat (from, by and for the people). 
Sukarna mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa Democracy is 
government from the people by the people and for the people. Dengan demikian dalam 
sistem demokrasi ini rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Kantono yang mengemukakan bahwa 
“Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua 
tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan”. Demokrasi sebagai 
suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, 
mempunyai sifat yang berjenis-jenis. Masing-masing seperti terlihat dari sudut 
kemasyarakatan yang ditinjaunya. 
Kemudian Sukarna juga mengemukakan pendapatnya dalam buku Demokrasi Versus 
Kediktatoran sebagai berikut “Demociacy is a form government in which the will of the 
governed executed (put into practice) without causing any harm to human rights.” Bila 
diterjemahkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan 
pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 
Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan 
terhadap hak asasi manusia. 
Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk 
merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh 
yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan 
berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan 
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fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk 
pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab. 
Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi menurut 
Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory yang dikutip Miriam 
Budiardjo, bahwa: “Demokrasi adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul 
dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi”. Sedangkan sistem 
demokrasi yang dimaksud di sini adalah sistem politik yang demokratis di mana kebijakan 
umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif 
oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 
politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (a democratic 
political system is one in which public policies are made on majority basis, by 
representatives subject to effectif popular control at periodic elections which are 
conducted on the principle of political freedom). 
Uraian di atas memperlihatkan asas-asas demokrasi sebagai suatu sistem politik. Di 
samping itu demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga 
suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur 
moril. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan 
bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 
masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, 
karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. 
Adapun unsur-unsur penegak demokrasi yaitu sebagai berikut:  
1. Negara hukum, artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi Warga 
Negara melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan 
penjaminan hak asasi manusia. 
2. Masyarakat madani (civil society) yaitu keterlibatan Warga Negara dalam asosiasi-
asosiasi sosial.  Sebagaimana ciri dari pada masyarakat madani yaitu: masyarakat 
terbuka, masayarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, dan 
masyarakat kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. 
3. Infrastruktur terdiri dari; partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan, 
atau kelompok kepentingan.  
4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam 
berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku, dan bertanggung jawab atas 
segala tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam etika jurnalistik. 
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B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi 
Pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu. 
Dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, harus ada wadah bersama yang 
menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama 
tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori dari John 
Locke dan JJ. Rosseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui 2 tahap/cara, yakni: 
1. Perjanjian Masyarakat, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat. 
2. Perjanjian Pemerintah, yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk 
pemerintahan. 
Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat maka akan lahir negara 
demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan 
tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya. 
Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
2. Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. 
3. Tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak 
yang lebih utama/tinggi dibandingkan individu lainnya. 
4. Pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. 
Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi 3 komponen utama 
yakni penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasaan (rakyat). Dalam demokrasi, hubungan 
kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas mutlak karena kekuasaan pemerintah 
dibatasi oleh konstitusi (UUD). Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur 
hubungan kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri 
pemerintahan dengan demokrasi konstitusional adalah: 
1. Pemisahan/pembagian fungsi kekuasaan. 
2. Pemisahan/pembagian lembaga. 
3. Jaminan HAM. 
4. Rule of law, dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan 
kontrol sosial. 
 
C. Nilai-nilai Demokrasi 
Demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Henry B. Mayo memperinci nilai-
nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis 
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menganut semua nilai, namun bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya 
politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah: 
1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga 
(institutionalized peaceful settlement of conflic), 
2. Menyelenggarakan pergantian pemimpin/penguasaan secara teratur (orderly 
succession of rules),  
3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coerdon),  
4. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),  
5. Menjamin tegaknya keadilan,  
6. Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. 
Apabila kita terapkan nilai-nilai tersebut di Indonesia, maka nilai-nilai itu tidak boleh 
terlepas dari sila-sila Pancasila dan secara operasional sesuai dengan pasal-pasal UUD 
1945, sebab demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. 
Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan yang terkadang 
menimbulkan perselisihan. Perselisihan-perselisihan ini diselesaikan melalui perundingan 
serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Hal 
ini sesuai dengan sila keempat dan tercermin pada pasal 1, 2, 3, 4, 15 dan 17 UUD 1945. 
Pergantian pemimpin/penguasa di Indonesia melalui Pemilu sudah pula mencerminkan 
sikap yang demokratis, sebab pergantian atas dasar keturunan atau pengangkatan diri 
sendiri dianggap tidak wajar dalam suatu sistem demokrasi. Hal ini sesuai dengan sila 
ketiga dan keempat Pancasila. 
Semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Anggapan ini akan 
mempermudah terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga setiap 
unsur paksaan digunakan sesedikit mungkin. Golongan minoritas yang sedikit banyak 
akan terkena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta 
dalam pengambilan suatu keputusan, dengan begitu mereka terdorong untuk memberikan 
dukungan dan turut bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan sila kedua dan keempat 
Pancasila. 
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang 
terlihat pada keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku merupakan ciri 
masyarakat demokratis. Untuk hal ini perlu terselenggaranya masyarakat terbuka (open 
society) yang akan menjamin kebebasan-kebebasan politik. Namun, keanekaragaman ini 
perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman 
diperlukan juga persatuan dan integrasi. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut 
sebagai gaya hidup. Dalam suatu masyarakat demokratis, pada umumnya pelanggaran 
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terhadap keadilan jarang terjadi, karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam 
lembaga-lembaga perwakilan. 
Akhirnya, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi ini diperlukan beberapa lembaga 
seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan yang mewakili 
golongan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilu, organisasi politik yang 
menghubungkan antara para pemimpin dengan masyarakat, pers dan media yang bebas 
dan bertanggung jawab sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat serta sistem 
peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. 
 
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 
Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, 
perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi 
oleh Bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan 
membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang 
beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem 
politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi 
serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan 
timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer. 
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode: 
1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen 
serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang 
untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang 
selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina 
menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. 
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah 
menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek 
dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran 
partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial 
politik, semakin luas. 
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan 
demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal 
periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR dalam rangka 
untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa 
Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin 
dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.  
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4. Periode 1999-sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada 
kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar 
lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai 
politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. 
Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu. 
 
E. Demokratisasi  
Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada 
setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang 
bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem 
pemerintahan yang lebih demokratis (Winarno, 2007). Proses demokratisasi ini menurut 
Huntingthon (2001) harus melalui tiga tahap, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, 
pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. 
Bagaimanakah karakteristik proses demokratisasi tersebut? Maswadi Rauf (1997) 
mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut:  
1. Demokratisasi berlangsung secara evolusioner, artinya berlangsung dalam waktu yang 
lama, berjalan secara perlahan, bertahan, dan bagian demi bagian. Karenanya, 
mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak 
dapat dilakukan secepat mungkin dan segera selesai.  
2. Proses perubahan secara persuasif, bukan koersif, artinya demokratisasi dilakukan 
bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan, melainkan dilakukan melalui 
musyawarah dengan melibatkan setiap Warga Negara. Perbedaan pandangan 
diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Karena itu, sikap pemaksaan, pembakaran, 
dan perusakan bukanlah cara yang demokratis.  
3. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai, artinya ia berlangsung terus 
menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. Negara yang 
benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria 
demokrasi.  
Demokratisasi, juga merupakan proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga 
sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi 
sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan 
pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan 
demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintah tersebut 
akan sulit ditegakkan. Beberapa ahli mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang 
diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Henry B. Mayo 
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sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (1990) mengemukakan delapan nilai-nilai 
demokrasi, yaitu sebagai berikut:  
1. Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela  
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu 
berubah  
3. Pergantian penguasa dengan teratur  
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin  
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman  
6. Menegakkan keadilan  
7. Memajukan ilmu pengetahuan  
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.  
Pendapat lain dikemukakan oleh Nurcholis Madjid dalam (ICCE, 2005) yang 
menyebutkan adanya tujuh pandangan hidup demokratis sebagai berikut:  
1. Kesadaran akan pluralisme  
2. Prinsip musyawarah  
3. Adanya pertimbangan moral  
4. Permufakatan yang jujur dan adil  
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi  
6. Kerjasama antarwarga  
7. Pandangan hidup demokratis sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. 
Asykuri Ibn Chamim (2003) juga menguraikan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan 
untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sebagai berikut: kebebasan 
(berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, 
kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-nilai tersebut dijelaskan pada 
bagian berikut.  
1. Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi Warga Negara biasa yang wajib 
dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis. Kebebasan 
ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari 
setiap Warga Negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Hak untuk 
menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-
undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi Warga 
Negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. 
Semakin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan, semakin tinggi 
pula kualitas demokrasi pemerintah tersebut. 
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2. Kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar 
demokrasi yang diperlukan bagi setiap Warga Negara. Kebebasan berkelompok ini 
diperlukan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan, partai politik, organisasi 
massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok 
merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Masyarakat primitif 
berkelompok dalam mencari makan dan perlindungan dari kejaran hewan liar maupun 
kelompok lain yang jahat. Dalam era modern, kebutuhan berkelompok ini tumbuh 
semakin kuat. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang 
sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan 
keluar. Demokrasi menjamin kebebasan Warga Negara untuk berkelompok, termasuk 
membentuk partai politik baru maupun mendukung partai politik apapun. Tidak ada 
lagi keharusan mengiktui ajakan dan intimidasi pemerintah. Tak ada lagi ketakutan 
untuk menyatakan afiliasinya ke dalam partai politik selain partai penguasa/ 
pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi 
Warga Negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan 
berkelompok. 
3. Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan 
berpendapat dan berkelompok. Beberapa jenis partisipasi menurut Patterson antara 
lain:  
a. Pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR, DPD, 
maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  
b. Kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah  
c. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah  
d. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik melalui pemilihan sesuai 
dengan sistem pemilihan yang berlaku.   
4. Kesetaraan (egalitarisme) antar warga merupakan salah satu nilai fundamental yang 
diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan ini diartikan 
sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara. Kesetaraan 
memberi tempat bagi setiap Warga Negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, 
maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang 
sangat multietnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Heterogenitas 
masyarakat Indonesia seringkali mengundang masalah, khususnya bila terjadi 
miskomunikasi antar kelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik.  
5. Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, dimana kedudukan laki-laki 
dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, karena laki-laki dan 
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perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Laki-laki maupun 
perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada 
ketidakadilan sosial.  
6. Kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini 
berarti bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga Negara 
sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang berujung pada 
pembentukan pemerintahan. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan 
bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat 
inilah yang kemudian menghasilkan makna akuntabilitas. Politisi yang akuntabel 
adalah politisi yang menyadari bahwa dirinya berasal dari rakyat. Oleh karena itu, ia 
wajib mengembalikan apa yang diperolehnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat 
memberi politisi mandat untuk menjabat dan sekaligus untuk memenuhi kewajibannya 
sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan bukan sekedar 
kepada diri sendiri atau kelompok.  
7. Rasa percaya (trust) antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain yang 
diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit 
berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada 
adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar 
kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen. Kondisi ini sangat merugikan 
keseluruhan sistem sosial dan politik. Jika rasa percaya tidak ada, besar kemungkinan 
pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya, karema lemahnya dukungan 
sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah 
yang terpilih secara demokratis pun bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum 
waktunya, sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. 
8. Kerjasama, diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh 
masyarakat. Akan tetapi, kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau 
kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari 
kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat 
antar individu atau antar kelompok. Tanpa perbedaan pendapat, demokrasi tidak 
mungkin berkembang. Perbedaan pendapat ini dapat mendorong setiap kelompok 
untuk bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih baik.  
Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan 
kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan 
kualitas masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih berkualitas sangat 
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diperlukan, sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok-kelompok untuk 
menopang upaya persaingan dengan kelompok lain. Disamping itu diperlukan pula 
kompromi agar persaingan menjadi lebih bermanfaat, karena dengan kompromi itulah 
sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperhalus jadi bentuk kerjasama yang lebih 
baik. Selain nilai-nilai demokrasi, untuk mewujudkan sistem politik demokrasi, juga 
dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. 
Siapakah lembaga-lembaga demokrasi itu? Miriam Budiardjo (1997) 
menyebutkan sebagai berikut:  
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.  
b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang memiliki golongan dan kepentingan dalam 
masyaraakt yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan 
ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.  
c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dua partai, 
multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat. 
d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan 
mempertahankan keadilan.  
Berdasarkan uraian tersebut, Winarno (2007) mengemukakan bahwa untuk 
berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting yang mesti ada. 
Pertama, Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan 
pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara (disebut kultur politik); dan Kedua, Terbentuk dan berjalannya lembaga 
demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan (disebut struktur politik). 
 
F. Pendidikan Demokrasi 
Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk 
pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh 
dan berkembang dalam diri Warga Negara, baik yang sedang memerintah 
(penyelenggaran negara) maupun yang tidak sedang memerintah (Warga Negara biasa). 
Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Sikap 
hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun 
sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya 
demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak 
mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur (Zamroni, 2011). Sekiranya diibaratkan 
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rumah, rumah demokrasi membutuhkan dua hal, yaitu struktur demokrasi dan kultur 
demokrasi. 
Dewasa ini dalam alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi 
hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga 
yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya Warga Negara yang 
bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara 
demokrasi. Sebagaimana dikatakan Bahmueller dalam Udin Winataputra (2001) bahwa 
perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, 
yakni: tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman 
sejarah dan budaya Kewarganegaraan. Budaya Kewarganegaraan mencerminkan tradisi 
demokrasi yang ada di masyarakat.  
Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung 
perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi atau budaya 
demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuhkembangkan. Menumbuhkembangkan 
budaya demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan 
demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima 
dan dijalankan oleh Warga Negara. Pendidikan demokrasi secara subtantif menyangkut 
sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik 
demokrasi melalui pendidikan. 
Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan 
bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan 
pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya 
membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan 
menjadi fondasi bagi negara demokrasi.  
Menurut Zamroni (2001), pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu 
meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang 
paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik 
diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah 
learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, 
kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentrans-formasikan nilai-nilai 
demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pendidikan harus mampu 
melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh 
nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka. 
Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal 
dan non formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan 
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keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan 
demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan 
secara non formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, 
lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. 
Penting untuk memberi perhatian mengenai pendidikan demokrasi formal yakni di 
sekolah atau lembaga pendidikan lain termasuk pendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan 
karena sekolah sebagai lembaga pendidikan yang telah terprogram, terencana, teratur dan 
berkesinambungan dalam rangka mendidik warga termasuk melakukan pendidikan 
demokrasi. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah 
mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal: penataan dan isi 
materi (Winarno, 2007).  
Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan 
kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah 
ataukah disisipkan kedalam mata pelajaran umum. Sekarang ini mata pelajaran dan mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) memuat misi sebagai pendidikan 
demokrasi. Mata pelajaran yang lain, yakni Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) juga 
bertujuan membentuk Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab 
(Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 
Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi 
pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka 
materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu: asal-usul sejarah demokrasi dan 
perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia 
berdasar Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan 
membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal 
sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia 
membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan serta bentukbentuk ideal demokrasi 
yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan 
kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi 
yang akan muncul di masa depan. 
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BAB VI 
SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
 
A. Sistem Pemerintahan  
1. Karakteristik Sistem Pemerintahan  
Sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah relasi kekuasaan antara kekuasaan 
eksekutif dan kekuasaan legislatif. Menurut Asshiddiqie (2006) apabila 
disederhanakan, sistem pemerintahan yang dikenal di dunia dewasa ini dapat 
dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan 
Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensiil. Hampir semua negara dibenua 
Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, meniru Amerika Serikat dalam hal ini. Di 
benua Eropa dan kebanyakan negara Asia pada umumnya menggunakan model 
Inggris, yaitu sistem parlementer. Tetapi, Perancis memiliki model tersendiri yang 
bersifat campuran atau yang biasa disebut dengan “hybrid system”.  
Pada umumnya negara-negara bekas jajahan Perancis di Afrika menganut sistem 
campuran itu. Di satu segi ada pembedaan antara Kepala Negara dan Kepala 
Pemerintahan, tetapi Kepala Negaranya adalah Presiden yang dipilih dan 
bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem presidensiil. 
Sedangkan Kepala Pemerintahan di satu segi bertanggungjawab kepada Presiden, 
tetapi di segi lain, ia diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang pemilu yang 
menduduki kursi parlemen, dan karena itu ia juga bertanggungjawab kepada parlemen. 
Selain ketiga model itu, yang agak khas adalah Swiss yang juga mempunyai 
Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi mereka itu dipilih dari dan oleh tujuh orang 
anggota Dewan Federal untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. 
Sebenarnya ke-tujuh orang anggota Dewan Federal itulah yang secara bersama-sama 
memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Karena itu, sistem pemerintahan Swiss ini 
biasa disebut sebagai collegial system yang sangat berbeda dari tradisi 
presidentialisme atau parlementarisme di mana-mana. 
2. Sistem Pemerintahan di Indonesia  
Perjalanan institusionalisasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dimulai 
sejak diberlakukannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada 18 Agustus 1945. 
Artinya, secara resmi sistem pemerintahan presidensial dilembagakan melalui 
konstitusi. Tentang perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ini, Hanta Yuda 
(2010) membaginya ke dalam tiga periode, yaitu: (1) Periode Orde Lama: percobaan 
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presidensialisme; (2) Periode Orde Baru: presidensialisme tanpa checks and balances; 
dan (3) Periode Reformasi: menuju purifikasi presidensialisme.  
Sistem presidensialisme pada awal kemerdekaan yang diterapkan oleh Presiden 
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berlangsung cukup singkat, tidak 
lebih dari 3 bulan. Sistem pemerintahan dalam masa transisi dari pemerintahan 
kolonial itu sebetulnya belum mantap, karena Indonesia masih dalam rangka mencari 
bentuk. Sistem pemerintahan Indonesia saat itu dapat disebut sebagai sistem 
pemerintahan semipresidensial atau cikal bakal menuju purifikasi sistem presidensial. 
Pada awal kemerdekaan, dinamika perjalanan pemerintahan Indonesia lebih 
diwarnai oleh sistem parlementer. Terlebih sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil 
Presiden No. X. Kedudukan Presiden Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan berubah fungsi hanya sebagai kepala negara, sedang kepala 
pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Dengan demikian, maka telah 
terjadi perubahan fundamental dalam konstruksi politik ketatanegaraan Indonesia, 
yaitu perubahan dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer.  
Pelembagaan sistem parlementer dimulai sejak terbentuknya kabinet parlementer 
pertama, yaitu Kabinet Syahrir I pada tanggal 14 Desember 1945. Perubahan itu 
diusulkan oleh Badan Pekerja KNIP. Setelah Kabinet Syahrir, lalu silih berganti 
kabinet parlementer itu dipimpin perdana menteri. Sistem parlementer juga diterapkan 
pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai negara federal, RIS menerapkan 
sistem pemerintahan dan sistem kabinet parlementer. Begitu pun halnya pada masa 
diberlakukannya UUDS 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan masih bercorak 
parlementer. DPR pada masa itu dapat memaksa menteri untuk melepaskan jabatannya 
di kabinet, dan sebagai imbangannya, presiden dapat membubarkan DPR (Hanta 
Yuda, 2010). 
Pada masa Orde Baru, terdapat dua ciri institusionalisasi sistem presidensial 
dalam UUD 1945. Pertama, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus 
kepala pemerintahan. Kedua, kekuasaan dan hak prerogatif presiden untuk 
mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet.  
Namun demikian, corak pemerintahan masa Orde Baru menurut Hanta Yuda 
(2010) dikatakan sebagai sistem semipresidensial dengan beberapa kepincangan. 
Kepincangan dalam sistem pemerintahan semipresidensial pada masa Orde Baru yaitu:  
a. Sistem presidensial yang diterapkan tanpa mekanisme checks and balances antara 
presiden dan parlemen. Presiden menjalankan kekuasannya tanpa dikontrol 
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parlemen. Parlemen hanya menjadi stempel pemerintah dan menjadi alat legitimasi 
kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan presiden.  
b. Masa jabatan presiden bersifat tidak tetap dan tanpa pembatasan.  
c. Fungsi wakil presiden yang sangat inferior di hadapan presiden, padahal dalam 
sistem presidensial posisi wakil presiden cukup kuat, karena jabatan presiden dan 
wakil presiden merupakan institusi tunggal.   
Pada masa reformasi, proses pemurnian sistem presidensial mulai muncul pada 
masa pemerintahan BJ. Habibie yang berlanjut pada masa pemrintahan Abdurrahman 
Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Bahkan pada masa kedua presiden itulah 
pengokohan sistem presidensial didesain dalam konstitusi melalui amandemen UUD 
1945. Pengokohan sistem presidensial pada masa reformasi ditandai oleh dua hal. 
Pertama, penguatan fungsi checks and balances antara lembaga legislatif dan 
eksekutif. Kedua, adanya pembatasan masa jabatan presiden, sebagaimana termuat 
dalam rumusan pasal 7 UUD 1945, bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang 
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”  
 
B. Otonomi Daerah  
1. Pengertian Otonomi Daerah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai 
pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945). Pemerintahan daerah sendiri adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Tujuan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam rumusan 
normatif undang-undang tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Siapakah pemerintahan daerah itu? Pemerintahan daerah adalah: (1) pemerintahan 
daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi (kepala daerah dan 
perangkat daerah) dan DPRD provinsi; dan (2) pemerintahan daerah kabupaten/kota 
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yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota (kepala daerah dan perangkat 
daerah) dan DPRD kabupaten/kota. 
2. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah  
Dalam konteks negara kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di 
Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan 
medebewind (tugas pembantuan) (Noer Fauzi, 2000).  
a. Desentralisasi 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Menurut Bagir Manan 
(2001), desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan 
keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:  
1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai 
perubahan yang terjadi dengan cepat 
2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih 
efisien 
3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif 
4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih 
tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.  
Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau 
urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-
daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan 
kemampuannya daerah (Josep Riwu Kaho, 1991). Jadi, desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari 
institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat 
bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak 
bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut (Noer Fauzi, 2000).  
Ada dua jenis desentralisasi, yaitu: desentralisasi teritorial dan desentralisasi 
fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud 
adalah daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud 
adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal Pendidikan dan kebudayaan, 
pertanahan, kesehatan, dan lain-lain. (Noer Fauzi, 2000).   
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b. Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah 
otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam 
kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat 
memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu 
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk 
melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan 
urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya 
merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan (Noer Fauzi, 
2000).   
c. Medebewind 
Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah 
untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih 
tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud 
dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, 
yang tersusun secara vertikal. Jadi medebewind merupakan kewajiban-kewajiban 
untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya 
bercirikan tiga hal yaitu:  
1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom 
untuk melaksanakannya.  
2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai 
kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya 
sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.  
3) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja, 
tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.  
3. Pembagian Urusan Pemerintahan  
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat meliputi: 
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan 
agama. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri 
atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:  
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
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b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang  
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum   
e. Penanganan bidang kesehatan 
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial  
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota  
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota  
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 
kabupaten/kota  
j. Pengendalian lingkungan hidup  
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota  
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan  
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota  
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh 
kabupaten/kota  
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. Sementara itu, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota 
meliputi:  
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum  
e. Penanganan bidang kesehatan  
f. Penyelenggaraan pendidikan 
g. Penanggulangan masalah sosial 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan  
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah  
j. Pengendalian lingkungan hidup  
k. Pelayanan pertanahan 
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  
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m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan  
n. Pelayanan administrasi penanaman modal 
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi: urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. 
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BAB VII 
HAK ASASI MANUSIA (HAM) 
 
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan 
kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaa atau kebebasan, hak 
milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu 
gugat oleh orang lain. Hak Asasi Manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia 
sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan 
Hak Asasi Manusia menurut Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988, bahwa Hak Asasi 
Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, 
dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.  
Secara umum Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia (tanpa perbedaan 
bangsa, ras, agama atau kelamin) yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan 
kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 
Jan Materson mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat 
pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 
Sedangkan, John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang 
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati 
Berdasarkan beberapa rumusan Hak Asasi Manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan 
tentang beberapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia, yaitu: 
1. Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak Asasi Manusia 
adalah bagian dari manusia secara otomatis. 
2. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, 
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 
3. Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk 
membatasi atau melanggar hak orang lain. 
 
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 
Dengan adanya perang dunia, mengakibatkan hak-hak asasi manusia tertindas, oleh 
karena itu muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada 
tanggal 10 Desember 1948. Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Piagam Madinah (shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi 
Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang 
merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-
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kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622 M. Dokumen 
tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan 
pertentangan sengit antara golongan di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut 
menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum 
Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Sehingga membuat mereka 
menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.  
2. Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa 
hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan 
bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan 
Raja Jhon. 
3. Bill of Rights (Undang-undang 1689), yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh 
parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengdakan perlawanan 
terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah 
The Glorious revolution of 1688. 
4. Declaration des Droits de I’homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan 
Warga Negara), yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, 
sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. 
5. Bill of Rights (Undang-undang Hak), yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat 
Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar 
pada tahun 1791.  
Hak-hak tersebut cakupannya belum luas, karena hanya bidang politik saja. Sejalan 
dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi Hak Asasi Manusia untuk 
pertama kali yang diberi nama Commision on Human Rights pada tahun 1946. Komisi 
inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia disamping hak politik yaitu 
hak ekonomi dan sosial yaitu: 
1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi  
2. Larangan perbudakan 
3. Larangan penganiayaan 
4. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang 
5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur 
6. Hak atas kebebasan bergerak 
7. Hak atas harta dan benda 
8. Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragam 
9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran  
10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat 
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11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.  
Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting: 
1. Hak atas pekerjaan 
2. Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakian, perumahan dan kesehatan 
3. Hak atas pendidikan 
4. Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan 
masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan hak atas 
perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta 
seseorang dalam bidang ilmu, kesustraan dan seni. 
 
C. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia  
Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, 
pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah:  
1. Prinsip universal, bahwa Hak Asasi Manusia itu berlaku bagi semua orang, apa pun 
jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya  
2. Prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable), siapa pun, dengan alas apa pun, tidak 
dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap 
mempunyai hak asasinya kendati hukum di negaranya tidak mengakui dan 
menghormati hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. 
Contohnya, ketika di suatu negara dipraktekkan perbudakan, budak-budak tetap 
mempunyai hak-hak asasi, kendati hak-haknya itu dilanggar.  
3. Prinsip tidak dapat dipisahkan (indivisible), bahwa hak-hak sipil dan politik, maupun 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak pembangungan, tidak dapat dipisah-
pisahkan, baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya. 
4. Prinsip saling tergantung (inter-dependent), bahwa disamping tidak dapat dipisahkan, 
hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi 
yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Contohnya, kurang 
berjalannya hak-hak sipil dan politik, bisa menjuruskan suatu negara ke pemerintahan 
yang otoriter dan korup; pada gilirannya, pemerintahan yang otoriter dan korup bisa 
menjerumuskan negara pada ketertinggalan di bidang ekonomi, yang akhirnya bisa 
bermuara pada kemiskinan (tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi). Oleh karena itu, 
prinsip ini sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai prioritas pemenuhan dan 
pemajuan Hak Asasi Manusia, dimana beberapa negara semula berpandangan bahwa 
suatu kategori Hak Asasi Manusia tertentu harus mendapatkan prioritas terlebih 
dahulu dibandingkan dengan kategori Hak Asasi Manusia lainnya.  
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5. Prinsip keseimbangan, bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara Hak 
Asasi Manusia perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab 
perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Hal 
ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. 
Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan 
faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia.    
6. Prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar 
belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus 
menjadi pertimbangan. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak 
memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, karena adalah tugas semua negara, 
apa pun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi 
semua Hak Asasi Manusia.   
 
D. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan 
prasarana. Sarana dan prasarana penegakan Hak Asasi Manusia tersebut dikategorikan 
menjadi dua bagian yakni: 
1. Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi 
tentang Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. 
2. Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal 
dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 39 
Tahun 1999, Keppres RI No. 50 Tahun1993, Keppres RI No. 129 Tahun 1998, 
Keppres RI No. 181 Tahun 1998, Inpres RI No. 26 Tahun 1996, dan HAM diatur 
dalam pasal 28. PP No. 7 Tahun 2005 berisikan program penegakan hukum dan HAM 
yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan 
narkotika dan obat berbahaya serta penegakanhukum dan hak asasi manusia. Kesemua 
perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM. 
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BAB VIII 
WAWASAN NUSANTARA 
 
A. Pengertian Geopolitik, Geostrategi  dan Wawasan  Nusantara 
Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada 
pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan 
konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan, geostrategi adalah perumusan strategi nasional 
dengan memperhitungkan kondisi dan kostelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di 
samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, 
lingkungan regional maupun internasional. 
Istilah Wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau 
penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, 
meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata 
‘nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk 
menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang 
terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan 
benua Australia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu 
bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah 
bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan 
atau cita-cita nasionalnya. 
Ada beberapa pengertian Wawasan Nusantara, diantaranya sebagai berikut: 
1. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 
tentang GBHN adalah sebagai berikut: “Wawasan Nusantara yang merupakan 
wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya 
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam 
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk 
mencapai tujuan nasional.”  
2. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman (Ketua Program S-2 
PKN-UI): “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai 
diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang 
beragam.” Hal tersebut disampaikannya pada waktu lokakarya Wawasan Nusantara 
dan Ketahanan Nasional di Lemhannas pada bulan Januari Tahun 2000. Ia juga 
menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia. 
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3. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara yang 
diusulkan menjadi Ketetapan MPR dan dibuat di Lemhannas tahun 1999 adalah 
sebagai berikut: “Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan 
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan 
persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.” 
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan 
lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan 
posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. 
Sedangkan Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri 
dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai 
dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai 
tujuan dan cita-cita nasionalnya. 
 
B. Unsur Dasar Wawasan Nusantara  
1. Wadah 
Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen, yaitu: wujud 
wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi.  
2. Isi Wawasan Nusantara 
Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia 
dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. 
a. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang 
menyebutkan: 
1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. 
2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 
3) Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, 
menyeluruh yang meliputi: 
1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan 
dirgantara secara terpadu. 
2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta 
satu ideologi dan identitas nasional 
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3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia 
atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. 
4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas 
kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 
5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu 
sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) 
6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan 
hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. 
3. Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah 
a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental 
bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan nusantara 
berlandaskan pada falsafah pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang 
meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu. 
b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan 
karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini wawasan nusantara 
diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi: perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. 
 
C. Arah Pandang Wawasan Nusantara  
1. Arah Pandang ke Dalam 
Tujuannya adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek 
kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam 
maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan 
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan 
harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam 
kebhinnekaan. 
2. Arah Pandang ke Luar 
Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba 
berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan 
sikap saling menghormati. Maksud dari arah pandang ke luar adalah dalam kehidupan 
internasional, bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya 
dalam segenap aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun 
pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera 
pada Pembukaan UUD 1945.  
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D. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara  
1. Kedudukan 
a. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan 
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi 
penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita  
dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan 
visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. 
b. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya 
sebagai berikut: 
1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan 
sebagai landasan idiil. 
2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan 
konstitusional. 
3) Wanus sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. 
4) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan 
konseptual. 
5) GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, 
berkedudukan sebagai landasan operasional. 
2. Fungsi 
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta 
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan 
perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh 
rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
3. Tujuan 
Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di 
segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan 
nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau 
daerah.  
 
E. Wawasan Nusantara sebagai Konsep Persatuan Bangsa 
1. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik 
a. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan model dan milik bersama 
bangsa Indonesia.  
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b. Keanekaragaman suku, budaya dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya 
tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. 
c. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib, dan 
seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang 
sama. 
d. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang 
membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. 
e. Kehidupan politik di seluruh wilayah nisantara sistem hukum nasional 
f. Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. 
g. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia 
dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. 
2. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi 
a. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan 
milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia 
secara merata. 
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa 
mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. 
c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai 
usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
3. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya 
a. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi 
dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan 
bangsa. 
b. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam 
budaya yang menggembarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak 
menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya 
bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.  
4. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan 
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah 
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 
b. Tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut 
serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan 
bangsa. 
 
77 
 
5. Wawasan Nusantara sebagai Penjabaran Pancasila 
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang 
sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia sejak awal proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sampai 
sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha 
Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia 
yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi 
falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan 
hidup bangsa Indonesia. 
Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan 
kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan 
bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Di samping 
itu Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi 
Pembangunan Nasional.  
6. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional 
Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina 
dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek 
politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan 
penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar 
hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi 
sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang 
kemajemukan dan kebhinnekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
nasional. 
Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut 
merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya,yang 
dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia dan 
diberi nama Wawasan Nusantara, disingkat “Wasantara.”  
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BAB IX 
KETAHANAN NASIONAL 
 
A. Pengertian Ketahanan Nasional 
Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-
an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national 
resillience. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan 
ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power (kekuatan nasional). 
Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai 
negara. Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nation, ia menjelaskan 
tentang apa yang disebutnya sebagai “The elements of National Powers” yang berarti 
beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara 
konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan 
dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio-kultural dan aspek lainnya, sehingga 
pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan 
konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan 
pendekatannya menggunakan Pendekatan Asta Gatra. Dari sini terlihat jelas bahwa 
konsep Ketahanan Nasional (national resillience) dapat dibedakan dengan konsepsi 
Kekuatan Nasional (national power). 
Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar “tahan” yang berarti tahan 
penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. 
Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan 
dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. 
Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di 
awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, 
yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh mereka terus 
menjalar sampai ke kawasan Indo Cina, sehingga satu persatu Negara di kawasan Indo 
Cina, seperti Laos, Vietnam dan Kamboja menjadi Negara komunis. Infiltrasi komunis 
tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malasyia dan Singapura. Apakah efek domino 
itu akan terus ke Indonesia? 
Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan SSKAD (Sekolah 
Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD (Sunardi, 1997). Mereka 
mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an gerakan 
komunis semakin masuk ke wilayah Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Di 
tahun 1965 komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan (Gerakan 30 
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September 1965) yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan 
tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia 
serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di 
masa-masa mendatang terus menguat. 
Pada tahun 1968 pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan 
Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam 
bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai (tameng) yang 
terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya dan militer. Tameng yang 
dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual 
pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu 
ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, 
ekonomi, sosial dan militer. 
Pada tahun 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional, yang dirumuskan sebagai: 
“Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan 
kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang 
membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.” 
Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat Ancaman, 
Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional 
diperbaharui dan diartikan sebagai: “Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan 
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan 
nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan 
dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak 
langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.” 
Dari sini kita mengenal tiga konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yakni konsepsi 
tahun 1968, tahun 1969 dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969 
ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972 ketahanan 
nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika 
pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam 
konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra 
(Haryomataraman, 1980). 
Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 
1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah 
sebagai berikut:  
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1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus 
menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari 
hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari 
dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan 
Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional 
bangsa secara utuh dan menyeluruh. 
2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi 
tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah 
kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan 
hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan 
meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh 
akan mendorong pembangunan nasional. 
3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan 
ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan. 
Dengan demikian penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana 
suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya 
Ketahanan Nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. 
Jadi, ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam 
menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup 
menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan 
maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-
citanya.  
 
B. Sifat Ketahanan Nasional 
Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
1. Manunggal 
2. Mawas ke dalam 
3. Berkewibawaan 
4. Berubah menurut waktu 
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. 
6. Percaya pada diri sendiri (self confidence) 
7. Tidak bergantung kepada pihak lain (self relience).  
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C. Asas-asas Ketahanan Nasional  
 Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 
UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari: 
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan 
Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. 
Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat 
berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada 
sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejateraan maupun keamanan harus selalu 
ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat 
kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Katahanan 
Nasional. 
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu 
Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara 
utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).  
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar 
a. Mawas ke Dalam 
Tujuaannya yaitu menumbuhkan hakikat,  sifat dan kondisi kehidupan nasional 
itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk 
meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini 
tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau 
nasionalisme sempit. 
b. Mawas ke Luar 
Tujuannya yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi 
dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi 
dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu 
mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam 
bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan 
dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. 
4. Asas Kekeluargaan 
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, 
tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus 
dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang 
menjadi konflik yang bersifat menghancurkan. 
 
82 
 
D. Pembinaan Ketahanan Nasional 
Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan berikut: 
a. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta 
ditingkatkan. 
b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai 
instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradapan dunia yang 
berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. 
c. Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila 
harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai 
upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas 
yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu anggota 
masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinnekaan. 
d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI harus dihayati dan 
diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan 
lembaga kemasyarakatan, serta setiap Warga Negara Indonesia agar kelestarian dan 
keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. 
Dalam hal ini suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh 
masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. 
e. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, harus menunjukkan keseimbangan 
antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya 
materialisme dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, 
pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan 
bangsa dan kesatuan wilayah. 
f. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara 
mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Budi Pekerti, 
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia dan Kepramukaan. 
Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non 
formal.   
 
E. Kebudayaan Nasional 
 Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang 
mendiami bumi Nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan Nasional) 
merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa (budaya daerah) yang 
kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional juga 
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merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar 
(asing), yang kemudian juga diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal yang 
penting adalah bahwa interaksi budaya tersebut harus berjalan wajar dan alamiah, tanpa 
unsur pemaksaan dan dominasi kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan berkembangnya budaya daerah. 
 Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bangsa 
Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, sehingga nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, 
perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum gambaran identitas bangsa 
Indonesia berdasarkan tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki 
sifat-sifat dasar sebagai: 
1. Bersifat religius 
2. Bersifat kekeluargaan 
3. Bersifat serba selaras 
4. Bersifat kerakyatan. 
  
F. Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional 
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan 
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. 
Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk 
mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta 
kukuh kekuatan moral dan etikanya.  
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat 
Indonesia. Maksudnya adalah setiap Warga Negara Indonesia harus ikut serta dan 
berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan 
masing-masing. 
Keikutsertaan setiap Warga Negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, 
melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan dan sebagainya. 
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang 
selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk 
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mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya yakni sejahtera lahir dan 
batin. 
Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat 
hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, 
pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga dan sebagainya. Sedangkan 
contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana 
ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya. 
 
G. Ketahanan Nasional dan Globalisasi  
Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional 
sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian? Ini 
disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman, sebagai akibat dari semakin 
tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. 
Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. 
Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakekatnya merupakan ekses 
dari pengaruh gejala global tersebut. 
1. Dimensi Globalisasi 
Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, 
transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan 
bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi 
utama globalisasi, yaitu: economic globalization, political globalization dan cultural 
globalization. Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan 
tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang 
dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. Political globalization atau 
globalisai politik ditandai dengan digantikannya organisai internasional dan 
munculnya politik global. Cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai 
dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009). 
Masing masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh 
globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi 
liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai oleh menguatnya 
ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain 
maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, 
termasuk di dalamnya masalah Hak Asasi Manusia. Di sisi lain ialah masuknya 
pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. 
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Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan 
kepentingan politik dunia. 
Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan 
pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan 
transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga 
akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar 
bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk 
mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan 
dan manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru 
berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. 
Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari 
peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya, atau bahkan 
jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan 
teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, 
dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, 
perilaku dan kelembagaan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan 
suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa. 
Globalisasi juga berdampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. 
Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan 
kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan 
bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama 
pertahanan dengan negara lain, seperti: latihan perang bersama, perjanjian pertahanan 
dan pendidikan militer antar personal negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini 
bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya 
adalah: ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, 
illegal fishing, illegal logging dan sebagainya. 
Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi 
oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan 
multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. 
Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-
fenomena antara lain:  
a. Menguatnya identitas lokal atau etno nationalisme  
b. Berkembangnya ekonomi global 
c. Munculnya lembaga-lembaga transnasional 
d. Disepakatinya berbagai hukum internasional 
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e. Munculnya blok-blok kekuatan 
f. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi 
g. Munculnya nilai-nilai global 
h. Kerusakan lingkungan hidup.  
Fenomena-fenomena tersebut, tentu saja akan dampak terhadap kelangsungan 
hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi orang boleh berharap adanya dampak 
positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh 
global ternyata juga berdampak negatif. Sebagai contoh, tingginya intensitas interaksi 
dan komunikasi antar orang dari berbagai negara, secara tidak disengaja juga 
berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Akibatnya sebuah negara 
menghadapi ancaman wabah penyakit. Contohnya, penyebaran wabah Flu Burung di 
Indonesia. Dengan demikian, globalisasi diyakini berpengaruh besar terhadap 
kehidupan suatu bangsa. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi: Pertama, sebagai 
ancaman dan kedua, sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman, 
ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara. Di sisi lain globalisasi 
memberikan peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. 
Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan 
apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara. 
2. Spektrum Ancaman di Era Global 
Dampak negatif globalisasai dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan 
bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik 
atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau orde 
sebelumnya. Di era reformasi sekarang inipun, masih tetap diterima konsep tentang 
ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global 
inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya. 
Pada mulanya kita menegenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk 
Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan 
dalam konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972. Di masa sekarang, hanya dikenal satu 
istilah saja, yakni “ancaman”. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara, definsi ancaman, adalah “setiap usaha dan kegiatan baik dari 
dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.”  
Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia 
bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan 
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realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap Ketahanan Nasional suatu 
negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang 
datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut 
respons yang bersifat militer pula. 
Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep Ketahanan 
Nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia tidaklah selalu 
bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan 
dengan aspek-aspek non militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan 
narkotika, kriminalisasi, kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian spektrum 
ancaman menjadi semakin luas dan kompleks. 
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BAB X 
POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL 
 
A. Pengertian Politik dan Strategi Keamanan Nasional 
Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara (city state) yang 
terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Menurut Aristoteles, manusia 
adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik, yaitu hidup dalam suatu wilayah tertentu 
bersama-sama yang lain dengan saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang 
disetujui bersama. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti 
suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan cara dan alat yang digunakan untuk 
mencapai tujuan. 
Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau 
cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan suatu 
kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian 
pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tatangan baru yang terjadi 
sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu 
tujuan tertentu. 
Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara 
tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta 
penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional). Politik nasional meliputi: 
1. Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan 
memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia. 
2. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif anti imperialisme dan kolonialisme dalam 
segala bentuk, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat serta 
diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia. 
3. Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya yaitu untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. 
4. Politik pertahanan keamanan yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan 
bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam 
tantangan, ancaman dan hambatan. 
Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam 
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni pelaksanaan dari 
kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah strategi 
nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 
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B. Pelaksanaan Politik dan Strategi Keamanan Nasional 
 Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional, mencakup sebagai berikut: 
1. Visi politik dan strategi nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah 
NKRI. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, 
beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan 
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang 
tinggi serta berdisiplin. 
2. Bidang Hukum, meliputi: 
a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya 
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya 
negara hukum. 
b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui 
dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-
undangan  warisan kolonial dan hukum nasioal yang diskriminitif, termasuk 
ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui 
program legislasi. 
c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, 
keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. 
3. Bidang Ekonomi, meliputi: 
a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme 
pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan 
ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan 
berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama 
dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan 
yang adil bagi seluruh rakyat. 
b. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya 
struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan rakyat. 
c. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar 
dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar 
melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara 
transparan dan diatur oleh undang-undang.  
4. Bidang Politik, meliputi: 
a. Politik Dalam Negeri, seperti memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI 
yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan, penyelesaian masalah-masalah yang 
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mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memerlukan 
upaya rekonsiliasi nasional yang diatur oleh undang-undang. 
b. Politik Luar Negeri, seperti meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan 
negara tetangga yang berbatasan langsung dan dengan kawasan ASEAN untuk 
memelihara stabilitas,pembangunan dan kesejahteraan. 
c. Penyelenggaraan Negara, seperti membersihkan penyelenggara negara dari 
praktek KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan 
fungsional serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etika dan moral. 
d. Komunikasi, Informasi dan Media Massa, seperti meningkatkan kualitas 
komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi 
tantangan global. 
e. Agama, seperti meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan 
sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan dukungan 
sarana dan prasarana yang memadai. 
f. Pendidikan, seperti memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun 
luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta 
meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan 
prasarana yang memadai. 
5. Bidang Sosial Budaya, meliputi: 
a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, seperti mengembangkan sistem jaminan 
sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, 
keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Pengelolaannya melibatkan 
pemerintah, perusahaan dan pekerja. 
b. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, seperti mengembangkan sikap kritis 
terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang 
kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa 
depan. 
c. Kedudukan dan Peranan Perempuan, seperti meningkatkan kedudukan dan 
peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan 
nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya 
kesetaraan, keadilan gender. 
d. Pemuda dan Olahraga, seperti menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran 
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yang cukup. Dimulai dari sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah 
dan masyarakat. 
e. Pembangunan Daerah, seperti melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi 
daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.  
f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, seperti mengelola SDA dan 
memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat dari generasi ke generasi. 
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas 
kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara 
stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian 
dunia. 
 
C. Tujuan Politik dan Strategi Keamanan Nasional  
Tujuan penyelenggaraan politik strategi pertahanan keamanan nasional yaitu untuk 
menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka 
Ketahanan Nasional dengan sarana material dan pembiayaan kauangan yang terbatas yang 
dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di 
bidang kesejahteraan nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya konsep politik dan 
strategi Hankamnas yang merupakan bagian integral dari politik dan strategi nasinal yang 
berjangka panjang, sedang dan pendek yang mencakup dua aspek pokok, yaitu: (1) 
mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut; dan (2) 
kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan strategi. 
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BAB X 
PENDIDIKAN POLITIK 
 
A. Pengertian Pendidikan Politik 
Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah 
political sucialization. Istilah political sosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam 
bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan 
istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik 
dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. 
Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. 
Menurut Ramlan Surbakti (1999), sosialisasi politik dibagi dua yaitu: pendidikan 
politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik 
diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat 
mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya 
dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. 
Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan 
bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih 
mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah 
proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses 
sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi 
terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. 
David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya Children in the Political System 
memberikan batasan mengenai political sosialization yaitu bahwa political sosialization is 
development process which persons acquire arientation and paternsof behaviour. 
Sedangkan Fred Greenstain dalam bukunya Political Socialization berpendapat bahwa: 
political sosialization is all political learning formal and informal, delibrete and 
unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but 
also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the 
acquistion of politically relevant personality characteristics (dalam Al-Muchtar, 2000). 
Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk 
pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal 
maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan 
perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini 
dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku 
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individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku 
individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik. 
Kartini Kartono (1990) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan 
dengan politik yaitu pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. 
Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari 
kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde 
penguasa yang ada. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah 
dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu 
berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. 
Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah 
menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya. 
Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya 
Alfian (1981) yang mengatakan bahwa: pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha 
yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka 
rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang 
ideal yang hendak dibangun. 
Dari dua definisi yang tertera di atas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki 
oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap 
individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem 
politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap 
individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang Warga 
Negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang 
ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam 
dunia politik  
Rusadi Kartaprawira (1988) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara 
maksimal dalam sistem politiknya.  
Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara 
berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap 
dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik 
yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat 
kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. 
Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa 
ahli di atas, dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh, bahwa yang dimaksud dengan 
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pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para 
anugota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk 
mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik 
dari satu generasi ke generasi selanjutnya.  
 
B. Perkembangan Pendidikan Politik 
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu 
negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam 
proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya 
satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses 
pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara 
tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara 
membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut. 
Pemaparan di atas telah menggambarkan secara jelas bahwa terdapat hubungan yang 
erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah 
realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan 
menarik perhatian banyak kalangan.  
1. Perkembangan Pendidikan Politik di Dunia Barat 
Di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik 
telah dimulai oleh Plato dalam bukunya Republic. Plato merancang suatu sistem 
pendidikan yang bukan hanya menghasilkan suatu pandangan yang benar dan 
pemikiran yang tepat mengenai para pemimpin di masa datang, namun juga 
mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang seharusnya tidak dapat dipilih menjadi 
pemimpin. 
Menurut Plato, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan 
lembaga-lembaga politik. Plato menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan 
kontrol atas pendidikan. Kontrol tersebut terletak di tangan kelompok-kelompok elite 
yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan 
pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas 
kependidikan dan aktititas politik. Walaupun secara umum dan singkat, analisis Plato 
tersebut telah meletakkan dasar bagi  kajian hubungan politik dan pendidikan di 
kalangan ilmuwan ke generasi berikutnya. 
Perkembangan dari pendidikan politik yang dilaksanakan secara universal pernah 
terjadi di Inggris pada abad 19. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya 
persaingan di bidang ekonomi dan industri telah menjadi alasan untuk menciptakan 
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suatu masyarakat yang lebih berpendidikan. Selama ini, sistem pendidikan di Inggris 
dianggap gagal dan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Semuanya itu 
terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris yang diwarnai dengan 
banyaknya pengntiguran, generasi muda yang tidak dapat diatur, dan lunturnya rasa 
kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Inggris berusaha untuk 
mengembangkan sistem pendidikan yang mampu mengajarkan rasa hormat yang lebih 
baik kepada orang lain, rasa penerimaan terhadap kekuasaan, dan terciptanya suatu 
masyarakat yang terbiasa hidup disiplin. 
Sistem pendidikan yang berlaku saat itu adalah sistem pendidikan liberal dalam 
tradisi pendidikan, liberal, ilmu politik menjadi tidak relevan. Sistem pendidikan ini 
beranggapan bahwa berbagai konsep dan kegiatan politik tidak layak untuk 
diperkenalkan pada murid-murid sekolah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan 
politik diajarkan secara sembunyi-sembunyi. 
Pendidikan politik dengan berbagai muatannya pernah menimbulkan perdebatan 
tersendiri di kalangan para ahli pendidikan maupun ahli politik di Inggris. Terdapat 
golongan yang mendukung dan juga golongan yang menentang 
Argumen-argumen yang mendukung pendidikan politik datang. baik dari golongan 
kanan maupun dari golongan kiri dunia politik. Tokoh-tokoh yang mendukung 
keberadaan pendidikan politik antara lain Nicholas Haines, Denis Heater, Robert 
Stradling, Robert Dunn, dan Profesor Ridley. Sedangkan tokoh-tokoh yang menentang 
pelaksanaan pendidikan politik di persekolahan antara lain adalah Samuel Beers, 
Roger Scruton, Sir Karl Popper, Michael Oakeshott, dan Michael Polanyi. 
2. Perkembangan Pendidikan Politik di Dunia Islam 
Keterkaitan yang lebih jelas antara pendidikan dan politik dapat kita lihat di dunia 
Islam. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan ulama dan umara 
dalam memperhatikan persoalan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh M. Sirozi (2005) bahwa perkembangan kegiatan-kegiatan 
kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan 
dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan 
kekuasaan mereka. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat terlihat bahwa institusi politik pada waktu itu 
turut mewarnai corak pendidikan yang berkembang. Keterlibatan penguasa dalam 
kegiatan pendidikan tidak hanya sebatas dukungan moril saja, namun juga dalam 
bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum. 
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Masjid-masjid dan madrasah yang pada waktu itu sering dijadikan tempat belajar 
ilmu Islam tidak luput dari pengaruh institusi politik. Peranan yang dimainkan oleh 
masjid-masjid dan madrasah dijadikan fondasi untuk mendukung kokohnya kekuasaan 
politik para penguasa. 
Kedudukan politik di dalarn Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa 
otoritas politik, syariat Islam sangat sulit bahkan mustahil untuk bisa ditegakkan. 
Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Di lain pihak, 
pendidikan bergerak dalam usaha untuk menyadarkan umat untuk menjalankan 
syariat. Umat tidak akan mengerti tentang syariat bila tanpa pendidikan. Bila politik 
(kekuasaan) berfungsi mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan 
lewat arus bawah. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan adalah sarana 
dakwah. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideolodi 
negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Pendidikan Islam tidak hanya 
berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta kekuasaan 
namun juga para ulama yang berhasil membangun tatanan masyarakat yang sadar 
hukum dan taat pada pemerintah.  
3. Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia 
Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai 
herkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian 
akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang 
pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Andaipun ada, fokus bahasannya 
belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan, 
hanya masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, 
keyakinan akan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan 
sudah mulai terbentuk. 
Mochtar Buchori dalam (M. Shirozi, 2005) mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat 
terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu: Pertama, adanya kesadaran 
tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Kedua, adanya kesadaran 
akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. 
Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara 
pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang 
politik. Kelima, pentingnya pendidikan Kewarganegaraan (civic education). 
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Penjelasan Muchtar Buchori di atas menggambarkan suatu keyakinan terhadap 
hubungan erat antara pendidikan dan politik. Terdapat keyakinan yang sangant kuat 
bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas. 
Pada akhirnya dapat menimbulkan satu pertanyaan mengenai hubungan pendidikan 
dengan politik. Akankah politik harus memasuki wilayah pendidikan untuk 
menjalankan fungsi dan tujuannya dan juga sebaliknya? Melalui pendidikan seorang 
siswa akan paham secara tidak langsung mengenai seluk beluk politik. Begitu pula 
sebaliknya, bahwa dunia politik adalah salah satu sarana untuk rnengaplikasikan 
berbagai ilmu yang telah didapat siswa melalui dunia pendidikan. Para siswa tidak 
dapat acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar dunia sekolahnya.  
 
C. Fungsi Pendidikan Politik 
Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya 
akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. 
Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan 
sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi 
pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar 
sesuai dengan tujuan politih yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan 
politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih 
luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang 
ingin diterapkan. 
Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan 
disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses 
perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya 
dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik. 
Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam 
mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung 
tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu adalah: 
(1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu 
lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh 
dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan; (2) Di samping mengenai 
kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan 
kekuasaan di tengah masyarakat. 
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Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah 
individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu 
dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman 
tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang 
direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan 
dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan 
politik.  
 
D. Tujuan Pendidikan Politik 
Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 
Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: 
“Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda 
Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia 
yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.” 
Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat 
bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat 
ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas 
yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikaf kritis 
terhadap kondisi masyarkat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka 
untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya aspek kognitif wawasan 
kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat 
mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. 
Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan 
politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan 
pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pcndidikan politik itu 
sendiri. 
 
E. Bentuk Pendidikan Politik 
Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan 
usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya 
dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat nantinya. Oleh 
karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari 
adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini. 
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Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (2004) dapat diselenggarakan 
antara lain melalui: 
1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang 
biasa membentuk pendapat umum. 
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media). 
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat 
menyampaikan khatbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat 
diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh 
lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja, namun dapat diberikan melalui media, 
misalnya media cetak dalam bentuk artikel. 
Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang 
disuguhkan di atas sesungghnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah 
bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol 
nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu 
meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, 
bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri 
(senseof belonging) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara. 
Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera di atas, maka menurut 
penulis yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada 
penyelengaraan bentuk pendidikan politik yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga atau 
asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis sangat sependapat bila pendidikan 
politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan politik formal yaitu 
pendidikan pulitik yang diselenggrakan melalui lembaga resmi (sekolah). 
 
F. Urgensi Pendidikan Politik 
Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang 
memiliki tujuan akhir untuk membuat Warga Negara menjadi lebih melek politik. Warga 
Negara yang melek politik adalah Warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban 
sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses 
pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik 
generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. 
Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi 
selanjutnya dalam dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi 
pendidikan politik yang paling periling adalah sebagai penyaring (filter) terhadap berbagai 
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pemikiran baru, ideologi baru. dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan. serta 
gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 
Pemerintah telah menyadari bahwa generasi muda saat ini tengah hidup di dalam era 
globalisasi yang penuh dengan persaingan dan kompetisi antar individu. Kebebasan 
menjadi satu bagian yang penting dalam era ini. Sadar akan hal tersebut, pemerintah 
mencoba untuk membangun tameng yang dapat melindungi generasi muda saat ini dari 
pelunturan dan penghilangan jati diri bangsa. Kekhawatiran pemerintah ini tercermin 
dalan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang di 
dalamnya menyebutkan bahwa: 
Kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan 
modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses 
pendewasaanya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna 
masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan. 
Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan 
berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan 
yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap 
segala pengaruh buruk yang mungkin datang. 
Jadi, pada kesimpulannya pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang 
ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan arah pada generasi muda saat ini agar 
memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa.  
 
G. Pokok-Pokok Materi Pendidikan Politik 
Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang 
terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah 
jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target yaitu melek politik 
yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik dalam 
infrastruktur maupun suprastruktur politik 
Robert Brownhill (1989) mengajukan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 
proses pembuatan kurikulum pendidikan politik, yaitu: 
1. an ethical base should be develop, which would include respect for other, tolerances, 
and an understanding of the principle of treating others as one would like to be 
treated one self,  
2. aconsideration of how rules can be changed,  
3. nature of rules and authority,  
4. conceptof obligation to legitimate authority,  
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5. an understanding of some basicpolitical concepts, e.g, freedom, equality, justice, the 
rule of law, and of some of the arguments related to these concepts,  
6. an understanding of the basic structure of central and local government,  
7. some understanding of the working of the national and international economy,  
8. some knowledge of recent Brotish and international history,  
9. self analysis. 
Berdasarkan pendapat Robert Brownhill di atas, jelas terlihat bahwa dalam 
mengembangkan kurikulum pendidikan politik, seorang guru harus pula memasukan mata 
pelajaran lain yang sekiranya ada hubungannya dengan pendidikan politik seperti di atas 
disebutkan yaitu mata pelajaran sejarah dan ekonomi dalam artian bahwa mata pelajaran 
lain tersebut bersifat sebagai pelengkap (komplementer) terhadap pendidikan politik. 
Kurikulum pendidikan politik yang dicanangkan oleh Robert Brownhill di atas telah 
cukup lengkap. Seperti kita lihat, Brownhill tidak hanya memasukkan unsur materi politik 
namun juga terdapat unsur etika, ketaatan pada hukum dan kekuasaan, pemahaman 
terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan, serta masalah ekonomi dan 
sejarah. 
Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden 
No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan 
bahwa bahan pendidikan politik antara lain: 
1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara,  
2. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama,  
3. Motivasi berprestasi,  
4. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas 
harkat dan martabat manusia,  
5. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan 
kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik,  
6. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional,  
7. Kepercayaan pada pcmerintah,  
8. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat satu materi yang 
membedakan kurikulum pendidikan politik menurut Brownhill dengan bahan kurikulum 
pendidikan politik di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia, telah 
memasukkan unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam 
bahan pendidikan politik. 
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Bahan pendidikan politik di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, dan berbagai makna yang dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. 
Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn. 
 
H. Masalah Politik di Indonesia Masa Kini 
Masalah terkait politik di Indonesia saat ini yang paling marak adalah merajalelanya 
praktek korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi 
maupun pegawai yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau 
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik 
yang dipercayakan kepada mereka.  
Kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah sangat banyak. Bahkan sebagian ilmu sosial 
sudah menyatakan bahwa korupsi itu sudah mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. 
Kalau benar pernyataan tersebut, tentunya akan bertentangan dengan konsep bangsa 
Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur seperti yang terkandung di Pancasila, ataupun 
seperti yang telah diajarkan oleh agama-agama yang berkembang subur di Indonesia. 
Korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, akan tetapi di Indonesia korupsi sudah 
sekedar menjadi suatu kebiasan, hal ini karena korupsi di Indonesia berkembang dan 
tumbuh subur terutama di kalangan para pejabat dari level tertinggi pejabat negara, sampai 
ke tingkat RT/RW yang paling rendah. Perkembangan yang cukup subur ini berlangsung 
selama puluhan tahun. Akibatnya penyakit ini telah menjangkiti sebagian generasi yang 
kemudian diturunkan ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk 
memutuskan rantai generasi korupsi adalah dengan menjaga kebersihan generasi muda 
dari jangkitan virus korupsi. Sehingga tidak heran jika negara Indonesia termasuk salah 
satu negara terkorup di dunia. 
Korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, baik ditingkat pusat 
sampai daerah, merupakan bukti nyata betapa bobroknya moralitas para pejabat 
pemerintahan kita. Namun apakah korupsi hanya diakibatkan oleh persoalan moralitas 
belaka? Setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin 
merebaknya korupsi, yaitu:   
1. Mental aparat yang bobrok. Terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para 
koruptor, di antaranya sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang 
sudah cukup kaya. Namun, karena ketamakannya, mereka masih berhasrat besar untuk 
memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat 
dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk 
melakukan korupsi.  
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2. Kerusakan sistem politik, hukum dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang 
memberikan banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk 
beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi yang ada 
justru diindikasi “mempermudah” timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan 
kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang 
disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan 
pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undang. 
3. Konsentrasi kekuasan, pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab 
langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan 
demokratik dan juga kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan 
pemerintah yang biasanya dengan kebijakan tersebut memungkikan para penguasa 
mudah dalam melakukan tndakan korupsi dan menutupi kesalahannya. 
4. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari 
pendanaan politik yang normal. Kampanye yang begitu mahal dalam mencalonkan diri 
menjadi kepala-kepala pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah 
merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia. Hal ini 
terjadi karena mereka ingin “balik modal” dari uang yang telah mereka kaluarkan 
untuk mencalonkan diri dan mengikuti kampanya. Selain “balik modal” tentunya 
mereka juga berharap mendapatkan keuntungan yang lebih dari modal yang telah 
mereka keluarkan. 
5. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Sekarang ini banyak sekali 
proyek-proyek pembangunan baik infrastuktur maupun sumber daya manusia yang 
menggunakan uang rakyat tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui 
misalnya dalam hal pembangunan SDM pada acara seminar atau workshop-workshop 
yang mengeluarkan biaya tidak sedikit. Mereka biasanya melakukan workshop di 
hotel berbintang, ditempat yang relatif jauh dan dengan alasan refreshing sehingga 
menguras dana rakyat sangat besar, padahal kebanyakan mereka di sana tidak fokus 
untuk mengikuti workshop dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka, 
melainkan mereka banyak menghabiskan banyak waktu untuk berjalan-jalan, shoping, 
dan sebagainya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang tidak semestinya seperti 
pembangunan toilet DPR yang menghabiskan uang puluhan juta rupiah. 
6. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”. 
Lingkungan yang tertutup sangat memungkinkan terjadinya kasus korupsi karena 
mereka akan dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi secara berjama’ah 
dalam lingkungannya sehingga orang lain yang berada diluar jaringan sulit untuk 
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mengontrol dan mengetahui tindakan-tindakan yang mereka lakukan termasuk 
tindakan korupsi. 
7. Lemahnya ketertiban hukum. Ketertiban hukun di Indonesia ini dapat diibaratkan 
seperti pisau. Ia akan sangat tegas menghukum masyarakat bawah ketika melakukan 
tindakan kejahatan seperti mencuri sandal jepit, mencuri ayam, dan sebagainya. 
Namun untuk kelas atas yang mencuri uang rakyat sampai puluhan bahkan ratusan 
juta rupiah hukum sulit sekali ditindak, sepertinya kasusnya sangat berbelt-belit dan 
sulit sekali diungkap. Selain itu banyak kasus pejabat-pejabat negara yang terlibat 
kasus korupsi mendapat perlakuan khusus ketika di dalam penjara, seperti pemberian 
fasilitas yang mewah, dapat menyogok aparat penegak hukum agar bisa jalan-jalan 
keluar tahanan bahkan sampai keluar negeri. 
8. Lemahnya profesi hukum. Prosesi hukum yang sangat berbelit-belit dan sulit sekali 
untuk mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu penyebab para aparat negara 
untuk melakukan korupsi. Mereka tidak takut terlibat kasus korupsi karena mereka 
beranggapan bahwa kasus yang akan mereka lakukan bakal sulit terungkap atau 
bahkan tidak terungkap. Selain itu aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya 
masih dapat disogok dengan sejumlah uang agar menutupi kasusnya dan 
membenarkan pihak terdakwa kasus korupsi. 
9. Rakyat mudah dibohongi oleh para pejabat, seperti halnya pada saat pencalonan 
seorang pejabat, baik itu Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Mereka 
akan mau memilih calon tersebut apabila mereka diberi imbalan uang (money politic). 
10. Ketidak adaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan 
kampanye.” Pihak kontrol di Indonesia ini sangatlah lemah, bahkan pihak kontrol 
sendiri banyak yang terlibat kasus suap sehinga mereka dapat dengan mudah 
membiarkan kasus-kasus kampanye dengan uang. Dan bisa dibilang mereka 
membiarkn kasus suap karena mereka sendiri telah disuap. 
11. Kurangnya keimanan dan ketakwaan para pemimpin dan birokrat negara kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 
merupakan salah satu faktor utama maraknya kasus korupsi di negeri ini. Mereka tidak 
takut terhadap dosa dari perilaku yang telah mereka lakukan, jika mereka takut 
terhadap dosa dan ancaman yang diberikan akibat perbuatan mereka pasti para 
pemimpin dan borokrat negara ini tidak akan melakukan perbuatan korupsi walaupun 
tidak ada pengawasan. Sebab mereka dengan sendirinya akan merasa diawasi oleh 
Tuhan dan takut terhdap ancaman dosa yang dapat menyeret mereka dalam lembah 
kesengsaraan yaitu neraka. 
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Dengan melihat beberapa kondisi di atas maka memang sudah sewajarnya perilaku 
korupsi itu mudah timbul, berkembang dan tumbuh pesat di Indonesia. Penyebab utama 
dari tindakan korupsi tersebut dikarenakan lemahnya penegak hukum di Indonesia. 
Indonesia banyak memiliki undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur 
tentang pelarangan tindak korupsi, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak di 
tegakkan dan dijalankan secara optimal. Lemah dan rendahnya tingkat keimanan 
(religius), menipisnya etika dan moral seseorang juga dapat menjadi faktor menyebabkan 
seseorang mudah tergiur dengan uang, harta, kekayaan, sehingga mereka tidak bisa 
membentengi diri mereka dari godaan-godaan yang mendorong mereka untuk melakukan 
tindakan korupsi. 
Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah para penegak hukum itu sendiri, mereka 
tidak tegas dalam mengusut dan memberantas tindakan korupsi di Indonesia. Munculnya 
istilah mafia hukum merupakan bukti kerendahan mental para penegak hukum di 
Indonesia. Lagi-lagi karena pengaruh budaya korupsi yang sudah cukup kronis 
menjangkiti Indonesia. Para petugas hukum yang ditugaskan untuk mengadili para 
koruptor alih-alih malah menerima amplop dari para koruptor. Ditugaskan menjadi 
petugas pemberantas korupsi malah menggadaikan diri menjadi koruptor. Inilah hal miris 
yang kerap dialami disetiap penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Bagaimana 
mungkin seorang petugas hukum akan tegas memberikan hukuman pada koruptor, kalau 
dirinya sendiri ternyata juga seorang koruptor. 
Pada saat ini tindakan korupsi di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat, 
di berbagai media massa baik media elektronik maupun media cetak fokus berita 
utamanya kebanyakan mengenai tindakan korupsi di kalangan pejabat. Virus korupsi di 
Indonesia sudah  menyerang seluruh kalangan pejabat dari level tertinggi tingkat negara 
sampai dengan tingkat RT/RW. Kita sebagai Warga Negara Indonesia, generasi muda, 
penerus perjuangan bangsa, kita harus ikut andil paling tidak dapat menekan jumlah 
tindakan korupsi di Indonesia. Di mulai dari hal yang terkecil, yaitu disiplin dan jujur 
dalam segala hal, contohnya: sebagai seorang mahasiswa kita harus disiplin dalam 
mengikuti mata kuliah, disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak jujur dalam mengerjakan 
ujian, dan sebagainya. Apabila dalam hal disiplin yang terkecil itu saja kita tidak bisa 
menerapkan dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa, berarti itu sama saja kita telah 
melatih diri kita untuk menjadi seorang koruptor. 
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kurupsi yang telah 
marak di Indonesia, antara lain: 
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1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan 
partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan tidak bersifat acuh tak acuh. Kesadaran 
rakyat dalam memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani yang dianggap paling baik 
dan tidak menerima suap merupakan salah satu langkah untuk menghindari adanya 
kasus korupsi. 
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan 
nasional. Penanaman nasionalisme sejak dini pada generasi penerus bangsa juga 
sangat diperlukan agar mereka mencintai bangsa dan negara indonesia diatas 
kepentingannya sendiri sehingga kelak jika menjadi pemimpin ia akan menjadi 
sesosok pemimpin yang memikirkan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadinya. 
3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. 
Para pemimpin saat ini haruslah menjadi teladan yang baik bagi generasi penerus 
bangsa, yaitu sesosok pemimpin yang jujur, adil, dan anti korupsi, serta berupaya 
keras dalam membongkar dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku 
korupsi, bukan malah sebaliknya. 
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak 
korupsi. Sanksi yang tegas dan tidak memihak memang sangat diperlukan dalam 
menangani kasus korupsi di Indonesia. Para pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman 
setimpal yang dirasa dapat memberikan efek jera dan takut baik bagi pelaku maupun 
orang lain yang akan melakukan tindakan korupsi. 
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan 
jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
penggunaan dana rakyat yang seharusnya dapat digunakan seefisien mingkin. Serta 
untuk membentuk sistem baru yang terorganisir dengan adil dan jauh dari korupsi. 
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan 
berdasarkan sistem “ascription.”  
7. Penetapan sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan 
sebaik-baiknya. Itu sulit berjalan dengan baik, bila gaji mereka tidak mencukupi. Para 
birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban 
untuk mencukup nafkah keluarganya. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan 
tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan 
tunjangan hidup lain yang layak. Karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh 
terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Memang, gaji besar tidak 
menjamin seseorang tidak korupsi, tapi setidaknya persoalan rendahnya gaji tidak lagi 
bisa menjadi pemicu korupsi. 
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8. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis 
tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. 
9. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya 
akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena 
telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari 
warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan 
pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab 
menjadi cara yang tepat untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi Khalifah, Umar 
menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat 
kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan 
yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Cara inilah yang sekarang 
dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah 
aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini justru ditentang oleh para anggota DPR 
untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. 
10. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang 
kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena untuk apa 
memberi sesuatu bila tanpa maksud, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak sesuai 
dengan harapan pemberi hadiah. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah ini, 
Rasulullah bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht 
(haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad). Suap dan 
hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak 
sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, 
hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang 
mampu memberikan hadiah atau suap. 
11. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau 
menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung 
menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi 
suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya 
pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Dengan 
pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah 
dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan 
hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat 
diatasi dengan tuntas. 
Terkait dengan permasalahan di atas, Dr. H. Marzuki Alie berkomentar bahwa 
sebenarnya rakyat Indonesia sudah jenuh, capek melihat hiruk pikuk perpolitikan di 
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Indonesia, apalagi menjelang pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali. Sejak tahun 1999, 
dimulainya era reformasi, telah bermunculan 48 Partai Politik yang ikut Pemilu tahun 
tersebut. Tahun 2004 menyusut menjadi 24 Partai Politik, dan tahun 2009 berkembang 
kembali menjadi 44 partai Politik nasional dan lokal. Kemudian, melalui UU Pemilu, 
dilakukan “seleksi alamiah” pengaturan partai-partai politik yang bisa menempatkan 
wakilnya di DPR-RI melalui ketentuan parliamentary threshold 2,5%. Ketentuan ini akan 
dibahas kembali dalam RUU Pemilu yang sedang ditangani oleh DPR-RI, dan akan 
menjadi agenda untuk diselesaikan paling tidak sampai akhir tahun 2011. Ketentuan 
parliamentary threshold ini jelas akan mengundang reaksi dari partai-partai politik yang 
belum beruntung mendapatkan dukungan dari pemilih pada Pemilu yang lalu. 
Sebenarnya, penyederhanaan partai politik ini dimaksudkan untuk mewujudkan 
realitas baru perpolitikan di Indonesia. Realitas baru tersebut diharapkan akan menyokong 
terjadinya proses transformasi besar-besaran dalam tradisi perpolitikan di Indonesia. 
Setidaknya ada 4 macam transformasi yang akan terjadi, yaitu:  
1. Transformasi dari politik aliran menuju politik kesejahteraan/kemanusiaan. Orang 
nanti tidak lagi melihat ideologi sebagai satu-satunya platform yang perlu diagungkan, 
tetapi orang akan melihat, bagaimana partai-partai politik dapat membangun 
kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang 
berkeadilan. 
2. Tranformasi dari politik pencitraan menjadi politik konten. Karena itu, iklan-iklan 
politik sekarang mengalami inflasi. Kata-kata dalam iklan itu menjadi sangat artifisial 
karena yang ingin dilihat orang adalah artikulasi yang bersifat nyata (live). 
3. Tranformasi dari tokoh kharismatik kepada tokoh kinerja. Akan ada tranformasi, 
bahwa masyarakat semakin mengutamakan tokoh yang berbasis kinerja daripada 
tokoh yang berbasis kharisma. Hal ini merupakan salah satu perspektif penting dalam 
komunitas urban. Karena itu, disini, ikatan-ikatan primordial bisa jadi tidak relevan 
lagi. 
4. Transformasi dari orientasi kekuasaan kepada oriantasi kepemimpinan. Bahwa 
politik tidak bisa lagi dipresepsi sebagai sarana untuk mengejar ambisi kekuasaan. Hal 
ini tidak akan mendapat tempat di masyarakat, seiring dengan realitas-realitas baru. 
Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, Marzuki Alie berpendapat bahwa partai yang akan 
memenangkan Pemilu, bukan lagi partai yang canggih dengan jargon-jargon politik, tetapi 
partai yang mengedepankan inovasi dan solusi, fresh dengan ide-idenya, yang akan dapat 
membangun kembali rasa bangga setiap insan Indonesia/anak bangsa terhadap tanah air. 
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Siapa yang memiliki ide-ide segar untuk membangun Indonesia ke depan, dialah yang 
akan memimpin Indonesia.  
Selain dari itu, menurut penulis pendidikan juga berperan sangat penting dalam 
mengatasi masalah yang ada di Indonesia saat ini. Terlepas dari masalah korupsi itu 
sebagai budaya atau bukan yang jelas peran pendidikan akan dapat membantu 
meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan memberantas korupsi 
Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai 
pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter 
bangsa. Buruknya manusia dapat ditranformasikan ke dalam hal yang positif melalui 
pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
Pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang 
menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan 
melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. 
Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara 
intelektual, moral  dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara 
budaya. Namun demikian dalam konteks perubahan yang cepat dewasa ini pendidikan 
tidak cukup berperan seperti itu namun juga harus mampu melakukan transformasi nilai 
dalam tataran instrumental sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap menjadikan 
nilai dasar sebagai fondasi.   
Anda sebagai mahasiswa (tidak semua orang bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi) 
harus bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kita, karena ditangan 
Anda-lah nasib negara ini mau dibawa ke arah mana, apakah menjadi negara yang 
menempati pringkat tertinggi di dunia dalam prestasi atau malah menjadikan negara ini 
lebih korup dari yang sekarang ini. 
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